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REPUEBELIK INDCHNES|&

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOE 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BAGT HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menter
Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawilt;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916},

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

4, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PME.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01,/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);

6. Peraturan Menterl Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran,
serlta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
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Monctapkan o

MEMUTUESKAN:
PERATUEAN MENTERL KEUANGAN TENTANG PENCGELCOLAAN
DANA BAGI HABIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB [
KETEMTLUAN T

Paszal 1

Dalatn Peraturan Menteri ini vang dimalksud dergan:

1.

WP

LR

Daerah Otonom yvang selanjumya disebut Dacrah adalak
kesatuar masyarakat hukum yang mempunyal batas-
batas wilavah vang berwenang mengatur Can MEnguuyg
urusan pemenntahan dan leepantingan  masyvarokat
setempat memanat prakarsa sendivi berdasarkan aspiras:
masyardkal clalerm sistem Negara Kesatuan  Republik
Indonesia,

Pemerintzbk Pusal wvang sclanjuinya disebat Pemer:ntab
adalah Presiden  Republik Indonesiz vang memegang
kekunsaan pemerintailan negare Republik Indonesia yang
dibunlua oleh Walkil Presiden dan menterl sebagaimansa
dimaksud calam Undang-Undang Desar Negara Fepublix
Indonesia Tahun L9445,

Fomerintah Craerab adetah kepala Daerah sebagai unsur
penyelengeara  pemerintahan  Daerah yang  memimpin
pclaksanaan urusan pemerintahan yang  menjad
kcwecnangan Daerah.,

Kepala Dasrah adlalah guiberour bapi Dasrah provins: atan
bupati bagl Dacrah kabupalen atan wali kola hagi Dacrah
kota,

Anpggeran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjuoya
digingkat APBLN adalnh rencana keuwangan tabunac
pemerintahan negara yang  disetwul eleh Dewan
Pervaliilan Raloyvat.

Anpgaran  Pendaparan dan Belanga  Dacrah  vang
selunjinya  disingkat APBL adalah rencana  seliangar
lahynan Daeraly yapg  ditctapkan dengan  pecalucan
Daerah.

Transfer ke Dasrab vang =elanjutnya disingkat denpan TKT
adalah dana yvang bersamber dari AFBN dan mernipakan
bagian dar helanja negara yang  dialokasikan  dan
dizalurkan kepada Dasrah untalt dikelols oleh Luaerah
dalam rangks mendanai  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah.

Dana Bagl Hasl) yanp selanjutnya disinglkat DBEH adalah
bagian dari TKD yuang cialnkasikan berdasarkan perscntase
atas pendapatan lerlentu dalam AFBN dan kinerja tertenfu,
vang dibagikan kepada Dacrah penghasil dengan tujuan
cniuk mengurang kelimpangan fskal antara Pemenniah
dan Pacrah, serla kepada Daerah lain nonpenghasil dalam
ranglka mcnangpulangl sksternalitaz negatif dan/arau
meningkstkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Bagi Hasil Perkebunan Bawit yang sclanjuinya
dischut DEH Sawit acdaleh DEIl vang dialoikasixan
berdasarkan perseniase atas pendapatan dan bea zeluar
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11,

11.

14,

13,

14,

14,

L7,

15.

19.

dan punputan ckspor aias kelapa sawil, minyax kelapa
sawil rmertah, danfatan pooduk furanannya.

Runcangan Kepalan dan Penganggeran Dana Bag Hasil
Ferkebunan Sawil yvang selamutnya disebut BRKF DEH
Sawit adalah rencana kepiatan dan penganpgatar yanpg
dapat dibiaval olch DBH Szwat scsual dengan ketontulan
poraturan perundang-undangan dan disclaraskan dengan
pragram kerja lemerintah Dacrah pada fahian angearan
berjalai.

Bendahara Umum Megara yang selanjulnys disimghal BPLIN
adalah pejabat vang dibern tugas unluk melaksanakear:
funpgsi bendaliara umum negzra.

Pengguna Anggarar yang sclanjubnys disingkal PA arllalab
pejabal pemagang Kewenangan PCoDESUTIHAT  ATPEACEnD
kementerian negaraflembaga.

Pemhaninl Penpgguna Anggaran Bendahara Umum Negara
vang selanjutoya disingkat PPA BUN adalah unit esclen [
lingkunpan Kementerian Keuangan yang ditctapzan oleb
Meniern Kewangan dan bertanpgung jawab atas pengelolaan
anpgacan yang berazal dari Baglan Angparan ELN,

Bapian  Angparaa  Bendahara Umum  Negars yang
selanjulnyy disinglkat BA BUN adalah bagian anpgaran
vang ‘tidak dikelormpokkan dalam  bagian  anpgaran
kcmentenan negaraflembaga.

'emimpin Pemmbanty Pengguna Argsoran  Benduabwrsz
Umum Yepara yvang aclanjutnya disebut Pemimpimm PRA
BUN adalah pejaber eselon [ di lingkurgan Kementerian
Keuangan yang bertangpuneiawab alas program BA BUN
dan bertindak unrtuk menandatangani  daftar  isian
pelaksanaan anggaran BEUN.

Kuasa Pengpuna Anggaran Bendahers Umatn Negara yang
selanjutnya disingkat KFA BUN adalah prejalimal pada sataan
kerja dari masing masing PPA BLIEK balk di Kantors pusat
melupun kantor daeral: atan sabuan kerja i kemencerian
ncgara/ lembaga yang memperolch penugasarn dar Menteri
Leouangan uniuk melaksanakan kewecnangan dan laogpling
jawab pengelolasn anggaran vang berasal dar BA TN,
Diaftar Teian Pelaksanaat Anggaran Bendahama Lemam
Nepara yeng selanjuthva disingkat DHPA BUN adaiah
dokumen pelaksanaan anggaran vang disusun oleh KPA
BURN.

Rencana Kens dan Anggaran Satuan Kerjan Bendaharm
Umum Negara vang selanjutnve disingi<at BlA Salker BUN
adalat dolumen perepcanaan anggaran BA BLN yang
menmat rincian kebutuban Jdana bailkk vang berbontuk
anpgaran belanjs maupun pembiayaan dalam rangka
pocmenuhan kewsajiban Pemerintah dan TED tanunan yang
disnsun oleh KPA 3TN,

Fencana Kerjg dan Anpzaran Satuan Rerja Bendahara
Urmum Megara TED untuk DBH Sawit yang selanjuinys
disebut EKA Satker BUN TKD untuk DBH Sawil adalab
dekumen perenesnaan anggaran BA BUN yang memuaat
rincian keoutuhan DEH Sawit tahunan yong digusun oleh
KIPa BUN Pengelolaan ODEH Sawit.
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20, Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Megara  vang
selanjutnya  disinpk=t KPFMN adalah instansi vertikel
Drrelctorat Jenderal Perbendahaman yang berada 1 hawah
dan bertanprung jawab kepada Eepals KEanlor Wilayah
Dvirelctorat Jenderal P'erbendabaraan.

21. HBurat Permintasan embayaran yvang sclanjuinya disingloat
SPP adalah dokumen yang diterbitlean eoleh  peojabat
pembilat komittnen yang berisi permintaan pembayaran
tapihan kepada negara.

220 Rural Perintah Membayar yang selanjotinya dizingkat STM
ardalahy dokummnen yvang diterbitkan  oleh pejabat
preoandatangan surai perintalh memnbayar ataw pefabat lain
vang ditunjuk untek mencairkan dana yang bersumber
dar DIPA.

23. Kurang Bayar Dana Bagl Hesil Perkebunan Eawic yang
sclanjutnya digebul Kurang Dayar TDRIT Sawic adalah
sclisth  kurang antara DI3H Sawit yang  dihitong
berdasarkan reallsas] TAMPUNE PENETIEATL negata dengan
DBH Sawit yang telah disalurkan ke Taerah atau DEH
Hawit yang dihitung berdasarkan  progoosis  cealisasi
PENETIMAAN Nepats pady zalll lahun angparan tertentu

24_. Lebih Bayar Dana Bapl Haml Perleluinan Sawit yang
selanjumys discbut Lehih Bayar PBH Bawit adalah selisih
lebih antara DBH Sawit yang dihitaag  berdasarkan
renlisasi rampurng poncrimaan nogard dengan DRHE Sawit
vang telah disalurkan ke Dacrah ataw DBH Zawit yang
dibitung  berdasarkan prognosis  reslisast  penerimaan
neeara pada satu tatmn anggaran teroentu.

258, Sisa DBH Sawil adalah selizibh lebih antara DBH Sawit vang
telah  digalurken cleh Pemerintzh  kepads Pemeriniah
Dacrah denpgan realizasi penggunaan DBH Sawat sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang undangan selaons
satu periode taiin apggaran dan/atan beberapa luhuan
angoaran.

26, Menteri adalah menteri yang menvelenggaralkan urusan
pemcrintahan di bidang keuangan negas.

27. Tndikesi Kebutuhan Cana Pengeluaran Nerncdabara Unum
Megera vang selanjutnya disebul Indikezsi Kebotuhan Dana
EUN adalah indikasi dana Jdalam rangka untuk pemenuhan
kewajiban Pemerintah yung pengangpparannya  hanya
ditampung pada BA BLUTN.

28, Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit adalah
indikast dana yarp perlu diangearkan dalam rangka
pelaksanaan DBH Sawit,

29, Arsip Dala Komputcor yang sclanpatnysa dismgkat ADK
acalah arsip data dalam bentuk saflcopy yang disimpan
dalam media ponyimpanan digital,

30, SRistem Informasi Keuangan haerab yarp selanutryva
disingkat SkD adalah s1AL0 sisterm VATE
mendokaamentasikan, mengadrinistrasikan, zerta
mengolah data pengelolaan keusngan Deerah dan data
terlait lainnya menjadi inlormasi yang disajikan kepada
masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan
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dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
pertanprungiavwaban Pemerintah Daeral,

Pasal 2
Pengelolaan DEH Sawit vang disnar datam Peraturan Menteri i
melipnli;
B PENEZATEEATAD,
b, pengalokasian;
T, PENESUNHADN;
d. pensaluran; den
e, pemantauan dan evalusas.

Pasal 3

(1) DBH Sawit merupalan bapian dar TEID.

) DBH Sawit sehagnirmaoa dimaksod pada ayar (1]
bersumber durl penerimsar Iegars aras:

a.  bea kelusr yunyg dikenaban alas kelapa sawit, minyak
kelapa sawit mentah, dan/ataw produk turunannya
berdasarkan Peraturan blentern mengeral penatapan
hesaran taril bea keluar; dan

b, punpuran ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit,
minyak kelapa sawif mentzh, danfalan prodok
turunannya  berdasarkan  Peraturan Monier
tnengenai penetapan besaran tand sungulan ekapror.

(31 Pugu DEH Sawic sebapaimana dimaksud peda ayat (1)
ditetapkan paling rendah sebesar 4% (empal persen] dac
penerimaat negara sebagaimara dimaleswd paeda ayac (2).

{1 Pemcrintah dapat menelaplan alokaszi miniviam DEH
Sawit.

[5] Dzlam bal ditelapkan alokasi miniooum DBH Sawit
sebagabmara dimaksud pada aval (4], Pemerintah dapat
menpgmunakan sumber  pecerimaan lain yang
dilaksanalian dengan mekarismea APBM.

BAE NI
PEJABAT PERBENDAHARAAN NILGGARA
PENGELCLAAN DEH SAWIT

Pasal +

(1} Talan rangka pergelolaan DEH Sawil, Menteri selaku PA
BUN Pengelolaan TED menclaplkan:

a, Direltur Jendera]l Perimbargan Keuacpan sebagad
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TED;

b, Direktur Dans Tremsfer Umuam sebagai KPA BUN
Pengelolaan Dana Transfer Umuam;

o, Ditektur Pelaksanaan Angeararn 9¢oagal Xoordinaior
KPA BUN Penyaluran ‘TKD,; dan

d, Wepala KFPN scbagai KPA BEUN Fenvaluran Dana
Transfer Umun,.

() Kepsla KPPN sebapaimana dimaksud pada ayal (1) harod
d merupakan Kepala KPPW yang wilayah kerjanya meliputi
Dasrah provinsifkabupaten kota penerirna alolasi DBEH
Sawit.
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(3) Dalam hal prjabal yany ditelapkan sebuaga KPA TN
Fengelolaan Dmna Transler Louwm sebaganmana
dimaksud pada agat (1) hurnef b berhalungan, Menlero
menunjule Sekretaris Direkiorat Jenderal Perimuvangarn
Keuangan sebagai pelaksana tapas K1'A BUN eneclelzan
Dana Tranater Umnm.

411 Dalam hal pecjabat vang ditctapkan scbagai KPA BUN
Penvaluran Dana Transfer Ummum schagaimana cimalesod
pada avat (1} huraf d berhalangan, Menteri menunjuk
pejalat peclaksana tupgas,'pclaksans hanan Kepala KPPN
sebapgal petaksana tupas KPA BUN Pepvaluran Dana
Transfer Uamam.

{3 FKegadaan berhalangan sebagaimara dimaksud pada ayal
(3] dan ayak {4 merupekan suatu keadaan yang
menvebabkan pejabat delinitif vang disetapkan schagai
KPA BUN Pengelnlean Danz Transfer Umum dan Kepala
EPPN selalng KPA BUN Penyvaluran Dana Transfer Umam:
H.  tidak tecisi dan menimbualkan lowongan jabaten, atan
b, towsit decisi catmun pejabat delimitilf vang ditetaplkan

sebiagal KPA BUM tidak dapat melaksanakan Lugas
tnelebiti 5 (litna) harl keegja.

B8] Peounjuksn:

2. Schkretatis Direlitorat Jenderal —Ferimbangan
Kouangpan scebagai  polakeana tagas KPA BUN
Pengelolaan Dana Transler Umum  scbagaimans
dimaksid pada ayat [3), can/atan

b, pejabab pelaksana tigasfpelaksana harian Kepala
KPPN scbagal pelakonna tugas KPA BUN Penyaluran
Dana Transfer Umum sebapgaimmana dimaksud pada
avat [4),

berakiir dalarn hal Ddrekfur TDmana Transfer Uraum

schagaimana dimaksnd pada ayat (1] hurul b danfalaso

Kepala KPPN sebagaimana dimalesud pads ayal [1] Taras

d weiah erisi kembali cleh pojabat defimtif darnfatan dapat

melaksanakan fugas kemball scbagsa KPA BLTN,

(71 Prjadal pelaksana tugas KI'A BUN schagaimana dirmaksnd
pada ayat [2] dan avat (4] memilika kewenangan dao
tanEsung j@dwat: yang sama dengan KI°A BUN,

(&) Pemimpin PPA TIUN Pengelolaan TED dapat mengwusulkan
pengpantinn KPA BUIN Pengelnlaan Dana Transfer Umum
kepada Menlerl,

(1)  Pengpantien, KPA BUN Pengelolean Dana Tronsfer Lo
scbagaimana dimaksud paca ayvat [8) dietaplon denpan
Koputusan Menten.

Pagal o
(1)  Kl'a BUN Peogelolaan Dana Transfer Umum sebagaimeans
dimaksud dalarm Pazal 4 ayat {1) huraf B memponyl
tugas dan fungsi sebagal berikut
8 mengajukar uswlan Indilezsi Kebutuhan Deana BUN
TED unluk IR Bawit kepada Pomompin PPA BUN
Penpgelolaan TED yang dilengkapl dengan doknmen
preTuil b

4
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[2]

34

B, menyuvsun BEEA Satker BUN TKD cotule DBH Sawir
beserta dokumen pendulung yanpg berasal dari pihake
terlait;

c. menyampalkan RBEA Satlker BUN TKD untul: DiSH
Sawit beserta dolmamen pendukung sebagaimana
dimaksid  dalam  amilt 1r kepada  Inspektorac
Jenderal Rementarian Keuangan antuk direvm,

i, menandaiangam REA Satker BUN TED antok DB
Fawil yanp wlah direviu oleh Inspektorat Jendecral
Kementerian Keuargan dan monyampaikannya
kepada Pemimpin PPA BUN Pengeloiaan TKD,

e, menyusin DIPA BUN TEKD untuk DB 2awit;

{,  menyusun dan/atay menvampaikan relkomendasi
ponvaluran, penghentian penvaluran, den/atag
penyaluran kembali TKD untuk DEH Sawit kepada
EPA BUN Penyaluran Dana Transfer Urmarm melahai
koordinator KPA EUN Penvahican TR, dan/farau

g, menyampraikan renceana penyaluran DBl Bawat
kepada KPA BUN Penyaluren Dana Transter Urmam.

Koordinator KPA RUM Ponyaluran TEKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayad (13 Burol ¢ mempunyai

tagas dan fungsi schagad berikul:

2. menyoampilien laporan recalisast penyahlran DEH
Sawit kepoda 1M1°%2 BUN Pengelolaan TKD melalud
aplikasi yang dikembangkan eleh Dircktorat Jenderal
I'erbendaharaan;

. menyusun proyeksl penyvaluran DEH Sawet sarmpad
dengan akhir tahun  berdasarkan  rekapitulasi
lapioran dari KPA BUN FPenyaluran Dana Transter
L melalui aplikas! Cask Planning nformation
Netuwrerk; dat

c. memyusun dan menyampaikan kenselidasi laporan
kcuanpgan atas pelaksanaatn anpggaran leepada IFEA
BUN lengelolaan TEKD sesual dengan kKetentoan
peraturan perundang-undangan.

KA BUN Ponyaluran Tana Transfer Urmuam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayal (1) burof d mempunyai

tugas dan fungs] sebagar berba:

a. menetapkan pejabatl permbaual komioren dan pejabat
penandatangan SPM;

k. melakulkan penatausahosn dokumen yang Berkaitan
dengan penyaluran DEBH Sawit;

¢ menyusun dan menyampatkan laporan kevangan
atas  peiaksanaan anggaran  kepada PPA BUN
Pengelolaan TED wmelalul koordisater KPA - BN
Penyaluran TKD sczual dengan ketenlusan pecaiaran
perundang-undangan,

d. meilakulkan  verifikasi  ferhadap rekomendasi
penyaluran dan pengensasan pernolungHn penyaiira,
penundaan penyaluran, penghentian  penyalueae,
dan penyaluran kernbali DBH Sawid,

2. melaksanalenr:  penyaluran  danfatml penyraiurar
kembali DBH Sawit berdasarkan  rekomendasi

4
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penvaluran  yang,  cdilertatken nleh EPA S TN
Peoperlitdann Tana Transfer Thooarn;

I, menyusun dan rnenyampaikan laporan cealiaaski
peoyaluran DBH Sawil kepads FRA BUN Pengelolaan
TKD melahu koordinator KPA BUN Pernvvaliran TED
menggunalkan aplikasi online monitonng  sietem
perbendaharaan angsaran negara dalamm rangka
pectangplingjawaban penyaluran DB Sawit, dan

g.  melakukan pengisian dan meonyvampailear capaian
kinerja penyaluran DBH Sawic melalui aplikasi
gistem  monitoring dan  evaluasi kinerja terpadu
bendahara ummum negara sesuai dengan ketentuan
peratlran perundang-undangarn.

(4]  Penvaluran DBH Eawit zebagaimana dimalesud pada amyal

2] burafl & menggunalkan aplikasi yang disedialzan oleh

Direketerat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6
FPA BUN Prngelolean TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana ‘Iran sier
Unuam, keordinator KPA BUN Penyaluran TELD, can EI'A BUN
Pemyaiuran Dana Treansfer Urmum  sebapaimana  dimaksud
dalani Pasal 4 ayal [1] lidak bertanggung jawab secara formil
dan makeriil atas pelaksanaan kegiatan dan pengpuanaan DBH
Bawit oleh Pomerintah Dacrah.

RATS TIT
FPENGANGGARAN DEH SAWIT

Pasal 7

(1] KPA BUN Fengelolaan Dana Translor TThmuo mengajosgan
usulan Indikasi Kebutuhan Dena DRH Sawit kepada
Pamimpin FPA BUN Fengelolazn TED

(2} Berdazarkan vsulan [ndikasi Keburuhan Dana DBH Sawit
sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), Pemumpan PPA BUN
Pengelolaan TED menyusun [ndikasi Kebutuhan Dans
DBH Sawil,

(3 Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menvampaikan
Iodikani Kehutuhan Dana DBH Sawit  scbagarmzna
dimaksuad pada ayat (2] kepeda Dircktur Jenderal
Anpoaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran
sebhelumnoyy.

(4) [mdikssi Kebumuhan Dana DBH Sawit schogsimeane
dimaksud pada ayak (2) disusun dengan memperhatikan
ninirnal:

a. pencrimesan bea kehiar dan punguoan cksper yang
dibagihasilkan palda ehun anggaran scbhelumnya,
can/=alal

b, Hurang Bevar/lebih Bayar DBH dawik tahiun-tshun
sehelumnyq.

i15)  Penyusunan dun penyampaian [ndikasi Kebutuhan Dana
DBEH Sawit sebapaiiuana dimaksud pada ayar (2| dan ayat
(3] berpedoman  pada  Peraturan  bencerl  monpenal
peErENCanaan angearan, pelaksanaan anpggaran, serts
akuntansl dan pelaporan keuangan.

1
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BAB IV
FEXGALOKASIAN DEH 3AWIT

EBagian Kosatu
Penyedisan Data Penerimaan Sawit yang Dibagihasillkan

Pazal &

(1] TRerdasarkan Indikasi Kebutuhan Dana DBH  Sawit
sebapaimana dimaksad daleoy Pasal 7. Direltorat Jendera!
Perimbangan  Keuangan menyampaikan  permohonan
penyaImnpaan data herupa:

4. realisasi penerimaan bea keluar, kepada Bdrektorat
Jenderal Bea dan Culai;

b, realisasi  peneritnaan punguran ekspor,  kepada
Direltorcat Jeodetal Anggaran;

£, hlaas lshan perkebunan sawil fahun asbalumnya, dats
produkrivitas  laban  sawil. tahun sebelumnya  yang
dirinei menurul kabuopsienfkota, dan dara tangkat
kemiskinan menural proving dan kabupatenfloota,
kepada  Badan  Puosal Stalistik dan Kementerian
Pertanian;

d. daftar dacrah vang telah memiliki rencana aksi dasrah
keiapa =awit  berkelanjutan, kepade  Kementeriar
Koordinator Bidang Pereleonomian; dan

¢. batas vwilayah menurnat kKabupaten/keora, kepada
Kementerian Delam Negern,

(2] Beordasarkan pormeohonsan sehbagmimans dimaksad pada
ayval (1) huruf a, Direkbtoral Jenderal Bea dan Cukas
rmenyampaikan data realisasi penerimaan bea keluar ]
[gatu) tapuns sebelumnya.

(3] Berdasatkan permohionan sebapaimana dimaksud pads
ayat {11 buruf b, Direlworat Jenderal Anpgacan
menyanpaikan data realisasi penerimaan punputsn ckspor
1 {satu] tahun zebehimnya.

{¢] Dalam hal realisasi perierirnasn sebagabmana dirnaksud
pada avat (2] dan ayal (3] belom ersedia, dapat digonakarn
perkiraan realisasi penerimaun sampai dengan akhic taban
BNZEATAL,

(5] Berdasarkan pcrmohonan sebapgaimana dimaksud pada
ayat {i) huruf ¢, Badan Pusal Stalistix dan Kementerian
Pertanian menyampaikan data berupa date luas lahan
perkebunan sawit Bahun sebelumnya, data produktivitas
laban sawit tahun schelumnysa vang dirined menarat
kabupaten/kota, dan data tinglat kemiskinan menurut
provinsi dan kabupaten/kota, sesudl deogan logas dan
kewenangan masing-mnssing pihals.

(A} Talzm hal data tabun sebelumnya setapaimnans dirmaksod
pada ayar [5) belum tersedia, digunskasn data @hun
teralkhic yang tersedia,

(¥} Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] bhurf d, Kementenan Keordinator Bidang
Poarekonomian menyampaikan daftar Daserah yvang telah
memilila rencana aksl dacreh kelapa sawil herkelanjutan,

a
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(3] Berdasatken permohonan sebagaimana dithaksud pada
ayat [1] huruf e, Kementerian Dalaim Megeri menyainpaikan
data batas wilayah menyrut kabupaten f kota.

(9] Pata sebagaimana dimaksud pada ayat (2], ayat [3], ayat
(o), ayat (7], dan ayat [B) disampailkan kepara Eementeriar
Eeuangan o.q Direlkktnrat Jenderal Perimbangan Keuangan
paling  lainbal mingpu  kedua bulan September  taluan
Anggardn sebelimroe.

(1) Dalam bal data sebagaimana dimaksied pada ayal (9) Belum
dilenma sampAl denan miogpn aedas bolan Septamier
tahun anggaran sehelumoys, dapal dggunnkan dals yang
dizampaikan pedda tehun-tabian angearan sehehlmnya.

Eagian Kedus
I*zrhitenegan Alokasi DBH Sawat bfenarag Daetah Provinsi dan
Kabupatecn,/ Eota

FPagal 9
Data penerimasn bea keluar dan penenmaan pungultan ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (2) dan ayat (3) atau
ddarz perkiraan realisasi penerimaan sampal dengan akhiz tabre
anggaran scbagaimana Jdimaksud dalam Pasal & ayat (4
Pigunakan untuk menghitung  pagu DEH Sawat yang
dibapihasilkan kepada Dacralh provins dsn kabopaten/kota

[*as&l 10

(1] Pagu DBH Hawit scbagaimana dimaksod dalam Pasal ©
dipunakan unnik menghitung besaran rincian alokasi DBH
Sawil yang dibagikan kepada previnsifkabupaten/leota
dengan ketenluan sebapal berilogt.

A, S0% [lma puleh persen| daeri pagu DBH Sawit
dialokasilkan  berdasarkan loeas  lahor perkchbunan
sawit; dan

b, 20% (Iima puluh persen| dari pagu DBIL Sawit
dialokasikan berdasarikan produktiviras lahar sawit.

{Z] Perhitungan alokasi DEH Sawil berdasarkan indizatny luas
lahan perkcbunan sawil per kabuparen)iota penpghasil
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) barel a dilakokan
secara proporsionzl terhadap luas laban porkelninan sawit
secara nasional,

{3] Perhitungan alolkasi DBH Sswal berdesarkan indikator
produktivitss lahan sawit per kabupatien/kota penghasil
sehagaimana dimaksud pada ayai [1] huruf b dilakukan
acwiled  atlal produltivitas dengan  ketentuan  sebagal
herikut:

A-  kalegntl sangar rendah, vaitu Dacrah yang memilik
aroduktivitas kurang dari 1 000 kg fha [seribu kilogram
ner helrtar) mendapatkan nilail produklivitas  10%%
(sepuluh persen|;

b. kategorl rtendah, yailu Daecsh yang memidiki
produlitivitas 1.004 ke fha (seriba Kilograom per helear)
zampal dengan kureng dar 2.000 kgfha {dua ribu
kilograrn per hcktar) mendapatkan nilal produkivitas
15%: (litma belas pocrscny);

4
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c. karepori  sedang,  yallu  Daeralh  vang memilik:
produktivitas 2.000 kgfha (dua ribu kilogram per
hekitar) sampel dengan kurang dari 3.000 kg/ha [tiga
riby  kilogram  per  hektar; mendapaikan nilal
produlitivitas 20% (dua puinh persen),

d. kaftegeori  bHnpel,  vaitu Dmerab vang memilill
produbktivilas 3000 kpfhe [Lge riln kilogram per
hebilar) sampat dengan kurang daes ¢.000 kg ba [empat
ritay) mendepathkan oilal peodoktivitas 25% (dua palub
lima persen]; dan

¢ Lkatepori sangat togel, yaitl Daecbh yanp mermnilild
produklivitas lebih dari atau sama dengan 4.000 kgfha
[cmpat by kKilogram per hektat) mendapatkan nilai
produktivitzs 20% ({tipa puluh persen).

Perhitunger alokasi DBEH Zawit berdasarkan mdikaror
produktivitas  perkebunan sawal per Kahbupaten/<ofa
penghasil schagaimana dimmaksud pada avat (3] dilakulkan
sccara proporsional terhadap fatal nilai produlktivias
secara nasional
Dalam hal data produklivilas lahan sawic tidak tersedia
unculke suatu kabupalen fkats peughasil, penpghitungan
DEH Zawit untuk labupatenfkola tersebut dilalbukan
berdasarian rata-rata produktivitas laban sawt di provinsi
vang bersanglkutan,
Ralam hal data rata-rata prodaktivitas lahan sawdt di
provinsi yang bersangkutan sehagaimana cimaksud pada
ayat I5) ddak fersedia,  ksbupaten/kota  penphasi
sehapaimana dimalksud pada ayvat (5] dimasukzan dalam
nilai prodokfivitas  denpgan  kategori  sangat  rendab
schaprimynad dimaksud pada ayat (3) hurala

Pasal 11
Alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksad dalam Pasal 10
ayat (1] dibagikan kepada:
a. provinzi yang bersangkutan sehesar 200 [dua pulub
pErsCIl);
L. kabupaten/lkota penghasil sehesar 60% (eoam puluh
persen); dan
r, Halrapaten/kora vang berbalasan langsuop dengan
kabupaten/kota penphasil sebesar 20% [dua puluh
netEet).
Perrbagian besaran perscntasc alokasi DBH Sawit Repada
kabmpatenfkota  vang  berbatazan  lanesuog dengan
katmpatenfhota penghasil scoagaumana dimaksud pada
ayal. {1] hurut e, dilakukan berdasarkan  tngkal
eksleroalitas negatif vang dialami masine-masing Nwerab.
Perhitungan cksternalitas negafil sebagaimana dimaksid
pada avat (2) dilalkukan oleh kementcrian negara flemtas g
terkali sesnal dengan tugss dan iunpsi masinp-Tnasing.
Dalam hal perhitungan eksternalitas nepalil selagiimansa
dimaksud pada ayat [3) belum tersed:a, bessran persentase
aloleast DEH Sawit dibagikan secara merata kepada
sehirah kabupaten | keta, yane berbatasan langsung dengan
kabupaten/lota penghasil,

jdih.kemenkeu.
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(2} Data balas wilayah uniuk meneniukan kabuopaten fleola
yang  berbalasan lengsung dengan kabupatenkola
peiphasil sebapaimana dimaksod pada ayat (4 bersumber
dari Kementerian Dalam Megerl.
(B} Dalam hal guat lcabuipaten/ kot meripakan
kamupaten fkota penghasi] schagaimana dimaksud pada
"yal [1] huraf b dan kabupmienkola yang herbatason
lanpsung denyan kabnapaten fkals penghasil sebagaimana
thmeksi]l pada ayat [1] hural =, alokasi  untuk
katmpatenfkota rersebut dilakukan dengan ketcntuan
melarpan tier i1t
. alokasl DBH sawit vang diseiurkan merupakan alckasi
terhesar antara alokasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hunad b dan ayat (1) huoad o dan

b. alokasi DBH sawit terkecil antara alokasi sebapaimana
dimaksud pada ayart (1} »umil b dan ayat (1) huaraf ¢
tidek disalurkan dan menjadi akumildas ssa alokasi
DEBH Sawit,

[7]  Akumulasi sisa alokas: DEH Sawil sebepairoanae dimabkisodd
pada ayat [6] hurul b seprovinsi dialokasikan secara merata
lzepada kabuputen fkota penghastl dan fatan
kabupaten fxotz  yang  serbatasan  langsung  déngan
kabupaten fkots, penghasil dalam provinst yang sama.

Pagal 12

(1]  Alokasi DBH Sawit d:hitung sebapan berikul:

ga. berdasorkan persenlase baen hasil danc penetapan
Daerah nenpghasil: dan
Ir,  herdasarkan kinerja I'smcrintah Dacrah.

(2} Alpkasi DO Sawit berdasarkan persentase bagl hasil dan
penelapan Noerah penphasil sebagaimana dimaksud peda
avat [1} huruf & ditelapkan sebesar 90% [sembilan puluh
persen) dari alokasi DRIT Sawit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 oyt [1)-

(3}  Alokasi [PBH Sawit berdusarkac kinervja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b vang
selznjutnya dischut alokasi kinerjs ditetapkan sebesar 10%
Isepuluh persen) dari alokesi DBH Sawit sebagaimana
ditnakisud delam Fasal 11 ayat (L

(4}  Alckasi lenena schagaimana dimmaksud  pada ayat )
diberikan kepada provinst dan kehupaieafkola sang
mencapai tingkat kinerja terteniu,

Paszal 13

(1) Alokasi kincrja scbagaamana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
{3] dihitung berdasarkan mdikator:
a. pemmarunan tingkat kemiskinan; denfatan
b. ketersediaan rencana  alsi daerah kelapa  sawit

berleelanjutan

(2] Perhitungan alokasi kinerju  berdasarkan  indikacor
pEnurinan tinglat leemiskinan sebagaimana cdimalkeud
pada ayat [1} hurui’ a dilalkukan dengan kelentuan sebagal
barmikut:

_\
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a. bagm provinsi vang bersargkutan dan kabupaten fkota
penghasil menggunakan mdikator penururan tinglat
kemiskinan dengan bobot sebesar 50% [lima puluh
persen]  dan  indilkater  kerersediaan  rencmna aksi
dacrah  kelapa  sawit berkelangutan  dengan  kobot
sebezar O (lima pulub persen); dan

b. bagi kabupafen/kola yang beorbatasan  langsung
dengan  kabupalen/kota perghasil  menggunakan
indikater ponurunan tingkat kemiskinar.

(3] Penuwunan tingkat kemiskican schagaimana dimaicsud
[rada ayat [2] coerupakan persentasc ponvranan bngkat
kemiskinan 1 [satu) tzhun sebhelumnya dibandinglkan
dengan tingkat kemiskinan 2 fiua) lahun sebelumnya.

(4} Penmyrunan Gnegkal kemiskinan sebagaimana cimaksud
paca ayat (3] dinnatlkan malai dari cilas 1eretwlah hingea
nilai testitgei dan dikelommpokkan mengadi S (lima) kategori
denitan kotentuan sebagal berikoat:

a. kategari =angat rendah terdini atas provinsi don
kabtalpaten/ kota dengan ponurunan tingkat
kemiskinan pada urutan 20% (dua puluh  persen)
terbawail scocara nasiosal;

I kategori  rendsh tecdin mlas provinsi | dan
kabupaten/kaota derhgan e UnaT tingkat
kemiskinan pads wrutan lebih dacr 20% [dhiz maluh
persen) sampal dengan 40% [empat puluh perscn)
terbowaoh sccars nasional;

. kategori sedang  terdit: atas prowvins dan
kahupaten;/kola dengan PETLUrUTIATL finglkat
lcerniskinan pada uratan lebih dari 410% {empar pulub
persen) sampai dengan G0M fenam pulah pecsen)
terbaweh sevard namonul;

d. Lkategori tinggi terdiri atas provins dan kabapaten fleota
dengan penuoinan Ongkatl kemiskinan pada wratan
letah dar 69% {enam puluh persern] sampal dengzn
J0% (delapan puiuh persen) terbawah secara nasional;

clan
e, katcgori sangat dnpgr terdini atas provinsi  dan
kabupaten/ wota dengan [al=iaNiEu TS ETH tingi<at

kermniskinan pada wrutan lebih dor 80% (delapan poluh
persen) sampal dengan 100% [=cratus perscn) scoars
hiasional.

(5} Berdasarkan bkalegon poenurunan Gngkat kemisikinan
schagaimana dimaksud pada ayat [4], alokasi kinerja
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) huraf a dikitong
dengan koctentuan seoagan berikcl;

B Kategor Persentasc terhadap adokasi lincrja pada
Pr:nungmﬂn | pasad 12 ayar [3
Tingkat Proains Kabupaten ! Kola | Kabupaten /Sota
Komiskinian vaLE prnphasil berbatasan
Smgr].t TEIldElll lﬂnr":.i' 1':}% '2':]:."""”
Sedang 0% 30% B0%
Tinggl A01% 0% | A
Sangat Tigm S0, = 0% LO0%y |

jdih.kemenke:.l]o.id
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Alokas: kinena  berdasarkan  indikator  kelorsediaan

rencand aksi daerab kelapa sawil berkelanjpalan

sehagaimana dimaksud pada ayal (1) bgmal b dilakeokan
dengan helenlusan sebawsl berikal:

a. pronnsi den kabuoalen/kota penghasil vang tessedia
rcocana ksl cacran kelapa  sawit berkelangutan
dihitung scbesar S0 (lima puluh persen) dan alokas:
kmerjz scbaganmmana dimaksud dalam Passl 12 awal (3],
dar

b. provinsi dan kabupatorfkota ponghasil yang ndsak
tergedia  rencana alksi dserah kelapa  sawit
berkelanjutan dibitung sebesar 0% (Dol persen) dan
alokasi kinerja sebapaimana dimakesud dalam Paxal 12
ayar {3].

Selisih  lebih  atas perphitungan alokasi kinega

sehagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (6] capal

cdipunalian untak:

A, perubahan alokasi DBH;

b, penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan/=tan

. penclapan alokasi minimuon.

Alokax] minitnum sebagalmana dimaksad pada ayadl (7]

hurul ¢ memgpakar batas terendab alokasi DBEH Sawit

untuls provins dan kabupaten / kota,

Fasal L4
Hasll pooghilungan alokasi DBH Sawic sebsgaimana
dimaksud dalan Pasal 12 ayat [1] danfaau alokws
rrinimum sebagaimana dimaksud delam Pasel 13 avat (&)
disampaikan dalam pembahasan Nota Kevangan dan/atan
Rancangan Undanp-Undang mengetai APBN  antara
Pemerintan dengsn Dewan Perweaalan Ralyat uantuk
dligsetujul menjadi paga DBH Sawit.
Tierdasarkan pagu DBH Sawit schagaimany dicnakenad pada
ayal [1], ditetaplar alokas! DBH Sawil merunil Dasrah
provinst den kabupaten kota.,
Brrdasarkan alokasi DBEH Sawit menurul Daerabe provinsi
den kabupaten, kora sebagaimana dimaksud pads avat (2],
Kemeonterian Keuangzan c.g. hrekiorat Jenderal
Perimbangan Kevangan menyampaikan miormazs alokasi
DEH Sawit molalui porcal [websitel Dircktoral Jenderal
Perimbangan Kesangan.
Alokast DBRH  Sawil menurat Dacrall  provins:  dan
kabupaten/kola sebapaimana dimaksud pada ayat [
tercanmam dalam Peraiuran Presiden niengenal rincian
APEMN.

Bapian Ketiga

Perhitungan dan Penelapan Perubahan Alokasi DEH Saw:l

Paszal 15
Perubahan alokasi DBH Sawit dapat dilakukan dalam hal
terdapat:
a,  perababan APBN; danfatan
b, perubshan realisasi penerimaan Depdatd waEng
dibapihasilkan dalam tahun berjalan,

jdih.kemenkeu.
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2} Dalam hal dilakukan perubahan alokasi DBH Sawit,
Direktorar Jenderal Perimbanpan Keuanpan melakukan
penghitungan perubzshan alekasi DBH Sawit sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) menurut  provinsl  dan
kabupaten lkota secara propeorsichal berdasarkas data
alpkasi DEIT Sawit dalamn APBN tahin anggaran berjalan.

(3} Perubahan alokazs menurat provinzs dan kabupaten frots
sehagaimana dimaksud nada ayat (2 ditetapkan sesuai
cengan kelenluan perundang-undaspat.

Ba&aB W
PENGGTINAAN DBH SAWIT

Magian Kesatu
Kepginlan yang Didanai DBH Sawit

Fasal 16

(1} DBH Sawit digunekan uniuk membiayal kegiatan:

a. pembangunan dan pemelibacaan infrastruktar jalan,
dean f st

b. kepiatan lainnys wang dilelapkan oleh Menteri.

2y Permenuhan pendandan kegialan sebagannana dimalosad
padsa ayat {1) disinergikan congen jems pendanaan lainnya
ecsusl dengan ketentuan peraturan perundang. undangan.

(3] Fembansunan can pemelibaraan  infrasooktar jalan
schagaimana dimaksud pada gyat (1) huroi a berlokasi dr
luar arca perkebunan, terdin aras,

&. penanganan jalan, meliputi:

1] rekaonstiubksif peringkatan struktur;
2] pemeliharaan berkala;, dan fatan
3] pemeliharaan roting dac/acao

k. penanganan jembatan, melipui;

1} rehabilitasif pemeliharaan berlkala jembatan;
2} pengpantian jembatan; dan/atan
3} pembanglnan jembatan.

(4] [Pocnanganan jalan yang dilanai menggunakan DBH Sawit
sebagaimana dimaksud parlda ayatl {3) hurui a dilaksanakan
dengan keentuan sebapa oerikl:

a. merupakan jalan kewsnaongan Pemecintah Daerah yang
tercantim dalam Sural Kenulisan Kepala Dasran
tentang Penetapan Siatus Jalan Daerab,

b diprioritaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistik
pengangkutan sawit, dan/atan

t. diprioritaskan untuk jalan yrang telah dilakukan survel
kondisi  jalan munimal L (satal talhan sebelam
penguzulan.

(7} Kegiatan lainiya schagamana thmaksl palda ayat (1]
huraf b terdiri atas:

8. pendataan perkebunan sawil rakysr;

b. penyusunan reneand  asksi daerah kelapa  sawit
berkelanutan;

£. pembinzan  dan  pendampinggn uniuk sertifikasi
frudonesion sustamable palm oil;

d. rehabilrtasi hutan dan lekan; dan

jdih.kemenkeu.go.id
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e, perlindunsan sosial bapl pererje poerkebunan sawil yang
belum terdafiar sebapel peserls program HInnEn sas@l
sesuadl  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

(A} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huenad =
termasuk kegiatan penunjang yang tercin atas:

a. pengadaan  jasa  konsulian  peongawas  kegiatan
kontralktusl; danfatan :

b. perjalanan dinas ke danfatau dan lokasi kegiatan
dalam rangka perencanaan, pengendalian,  dan
PENEAREsal

(7} Kemiatan sebagairnana dimaksud pada ayat [1]) huruf b
termasuk kegiatan penunjang yang tercirl atss:

a, pemberian honorariuom fasilitcater kegiatan DBH Sawat
vang dilakukan sacara awalkelola;

b, penyewaan sarana dar prasarang penduknimg;

¢, pemmbahasan rencana kegiatan di Pemenntah Dacraly
i1k fA1AL

d peralanan dines ke danfataun dan lokasi kegiatan
dalam rangka perencanaan, pongendalian,  dan
PEILTEWHSEHETL.

() Pembanpunun dun  pemelibaraan  infrastuuktar jakan
sebagaimana pada ayal [3) dan pemenuhan ketentuan
penanganan jalan yang didanai senggunakan DEH Sawit
senagaimana dimaksud pads ayat () berpedoman para
kctentuan  wamwe  diterapkan  olek Kementcnan  yang
menyelenpgarakan  Urusan  pemerintahan di bidang
pekerjgan wnum dengan  memperhatikan capaian
keluaran, kebutuhan, dan kelersediaan aoggaran di
Draeral.

Q) Kegiatan laitnya sebagaimana dimabesoad pads ayat (3]
huruf a dan huraf o beroedoman pada ketenlusn yang
ditctapkan oleh kemencerian  yang menvelengearakan
urusan pemetintaban  di1 bideng  pertanman denpan
memperhatikan  capajan keluaran, kebuatubhen, dzn
kotersedisen anggaran di Uacran.

(1 Eegiatan lainpya sebagaimana dimaksud pada ayat [0)
huruf b berpedoman pada ketentuan yang citetzpkan oleh
kementerian FATIE meiyelenggarakan LUTLLSIL
pemerintahan dalam mepetd

{11} Kegiatan lainnoya sebugaimana dimeksud pada ayst (2)
huruf d berpedoman pada ketentuan yarg ditctapksn oleh
kemcntorian YATLY menyelenpgntalen UTLLSEr
pemerintahan di bidang lingkungar hidup dan kebutapan
dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan
keterscdiaan angpsran oJdi Daerah.

[12) Pelaksanaan kegislan puerlicdungan sosial bagl pokera
perlebunan sawii sebagaimana dimalksud pada zyat {3
huaf e ditetapkan  dalao Peraturan Kepala Daerah
minimal dengan mempertizibangkan kriterla penenma
bantuan, besaran bantuan, janpgka waktn  pemberian
Bantian, dan kondisi pemberian bantuan.
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Pazal 17

(1} Pengpunasn DBH S3awil unluk kepiatan pembangsunan dan
pemeliharoan infrastrukior jalan scbagaimana dimealesad
dalam Paszal 1& ayat (3] minmnel 80% [delapan puluh
persen) dari aloltazy DBI Sawit per Daerah provinsi dan
krhupatanlonta.

(2} Penggunaan DBl Sawit  unmok kegiatan lainnya
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat |5 paling
tinpel 20% [dua puluh persen) dari alokasi DBH Sawit por
Daerab: provinsi dan kabupaten kota.

(%} HKegiatan penunjang dalam DBH Sawit untuk kegiatan
pembanpuinan dan  pemeliharasn  infrastaktur jalan
sebagaitmana dimaksud dalam Pasal 16 ayat [6) dan DBEH
Sawit unluk kegiatan lannye sebapgaameana  dimeksud
dalam Pasal 16 ayat [7) paling tingpi 10%: (sepuluh persan)
dari slokas: DEH Sawit unituk masng-raasing kegiatae.

4} Dalam hal kcteraediaan anggaran 1intak «eg:atan lainnya
schagaimana imaksuad pada ayad [2) melebihi kebaiohan,
Pemenntah Naerah capal mengalihkan kelebinar anggaran
tersetaat uniak:

A, kesiztan pembanglinan dat perneliharaan
infrastrukbur jalan sebapaimnand diraksd dalam Pasal
16 =xat (3]; dan/atau

Ir. kegiatan lain sceual dengan priontas dan kebutohan
Daerah.

Pasal 13

[1} DBesaran biaya yvang dibutuhkan dalam ranphs pelaksanaan
kepiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengacy
pada starudar Biaya di Daerah yang ditctapkan olceh Kepala
Dhaerab dengan hecpedmman pada eraturan residen
menzenal slandar harga satuan regional.

[2) Dalam pelaksdnaan kegiatan DBH Sawit scbegaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Daerah membentok
sekretarial ataw mennjsk koordinator pengelola kegiatan
DBH Sawit dalam reogka koordinasi den sickronisasi
pelaksanaan kegiatan DBH Sawit di wilayahnva.

Bazian Kedue
RKF DEH Perkebutian Sawit

Pasal 12

(f) Berdasarkan lcraturan Presiden mengenai sincian APBXNY
sebagaimana dimaksud dalam Pesal 14 ayat (1), Daerah
provinal dan kabupalen/kota nenerirne alokasi DEH Sawit
menganggarkan DBH Sawil dularm APT2D.

(2] Dalam rangka penganpparsn DB Sawit scbagaimana
dimaksud pada ayval (1], Kepals Taerah menyusun EED
DBH Sawit yanp berisi kepinfan sebagaimana dimnaksuc
dalam Pasal 14,

(3] RKEP DBH Sawll selugsimans dimaksud oada ayat (2)
minimal memuat:

a. perlaraan papgu alokas DEBH Sawit;
b. rincian dan lokas kegiatamn:

4

jdih.kemenkeu.go.id



<18 -

o, target keluaran kepiatan;

o, ringian persianaan keglatan; Jdan

B, prngangoaran kermiml osisa DHEHHE Sawill yang masia
lendupal o rekemne kas wamoain Dasrah dalam hal
Daersh masih memiliki sisa DBH Sawit,

[M)] MKKF DBEH Sawit schagmimansz dimaksued pada avat (2)
disesuaikan  dongen klasidikasi,  keodefikasi, dan
nomenklatar perencanaan pembanguran dan keusngan
daerah sesuai denigan ketcntuan peraturan porundang-
undangan.

[7] EREF DBEH Bawit sebagaimans dimalksod pada ayab ()
dillahas bersama dengan kenecnterian negarsflembiags
Pemerintah terkait paling lambat bulan Novwemboer pacda
tabiun anggacan sebelumnya.

(] Pemerninkah  provinsl  mengoesdinasikan  pembahasan
renyusunan RKP D1 Sawit sebagarmana dimaksud pada
arst [0 dengan  Eabupaten)lota d: wilavahnya dan
kementerian neparaflembapa teckait.

(7] Hasil pembahasan RKP R Sawit sebapaimana dumnakesud
pada  ayal {6] diwangkan dalam berile acara  hasil
pembabiasan yang ditandatangani oleh perwshkilan dans:

4., Pemerintall dan provinsl untuk EKP DBH  Sawll
PToVIOEL; atan

b. Pocmerintah, kabupalen/kota, dan provinsi untuk RKP
12BH Eavat kabupaten ) kota.,

%} Berdasarkan berita acara sebagaimana dimalsud pada
ayas [T), Kepala Dacrah menetapkan REP NDBEH Sawit dalam
APTITY.

@) Kepala Daerah bertangeang jawab secars formal dan
makerii) atas kegiatan DBH Sawlt yang (ercanium dalam
REKE DEH Sawit sebagaomana dimaksud pada ayal [2).

BAE VI
PENYVALURAN, PENUNDAAN PENYALURAN, PENYALLURAN
KEMEALI, DAN PENGLIENTIAYN PEMYALUERAN

Pasal 20

(1) TFcoyaluran OEH Hownt dilakukar dengan
pemindahbukuan dari releening kas umum nepars ke
rckening kas vmim Daerah,

2y Jumlah DEH Sawit yang disalurkan ke rekeming kas umum
Dacrah schagaimana dimaksud pada awal (1) scsual
dengan alokasi yanp ditelaplkan dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APTHN.

(3] Penyaluron DEH Sawil sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) diloksanakan secsrs bertahap, dengan ketenluan
sebapni berileul:

a. tahap 1 scbesar 308 (lima puluh perzen) dari alakas
paling lambat bulan Mei tahun anggaran bergalan; dan
L. tahap (I scbeaer S0 (lima pulah perscn) dan alokas
paling lambat bulan Qletober tahun anpgaran ocrjalan.
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Fasal 21

(1) Dalam rangka penyaluran DBBH Sawit =ebagaimana
dimalkzud dalam Pasal 20, Gubernur menyusun laporsn
realizas] penggunaan DBH Sawit yanpg terdiri atas:

2. lapcran  realisast  menggunzan  tahven anggaron
sebehimna;

b laporan realisas pespininaan semesler [ tahun
HTOEEHETAT berjalan;

o, laporan  konsobidast  realisas) peopgunasan Laboae
HTTERHTATL sebadurrya ik [ITOVINE] dan
kubupaten Moty o walzvahnys; dan

o, laporan konsolidasl realisast nengEunaan semester I
tahun anggaran  berjalan untull provinsi  dan
kabupaten /kota di wilavahnya,

(20 Dalam rangka penyaluran DBH  3Sawit  sebagaitnana
dimaksud dalsmi Pasel 20, Bupali/Wali kota meamnisian
laparan realrzasl penggunaan DBH Sawit yang tecdini atas:
3. laporan rcalisssl  pengpunean labun acpgaran

sebelunnya; dan

b. laporan realisast  pengguanaan semesiet T labun
anggaran berjalan,

(3] Laperan realisasi penggunaan UBH Sawil selhagainans
ditnaksud pada sovat (1) dan agat [2] disampaikan kepada:
a. Menteri c.q. Diveltor Jenderal ermmbangan Keuangas,
k. Menteri Pelerjaan Umum dan Porumshan Rakyat g,

Selretaris Jenderal;

. Mernteri Pertanian o, Dhrclketur Jenderal Porkeburan;

d, Menteri Tinghungan Thddup dan Kehutanan  ©.g.
Sekrelaris  Jenderal  dan Direltarar Jenderal
Penpendalinn Daersh Alivan Sungan dan Eehabilitasi
Hutan; dan

g. Menteri Dalam Kegeri c.g. Direktur Jenderal Bina
Kreuangan Dacreh.

FPusul 22
(1] Penyaluran DEH Sawit tahap [ sebagmimana dimalazuc
dalam Fasal 20 ayat [3) humad a dilakukan setelal Menters

.- Direktur Jendoral Permoangan Kouangsn menerims

syarat salir bociapa:

a. laporan realizasi penegpunaan DEH O Sawit tahun
anggaran schelumnya schagamans dimalksad dalam
Pazal 21 ayat {1] huruf a dan lapoeran kansolidas
realisasi penggunaan tahun anpgaran sebelamnya
sebagaitmana dimaksod dalam Pasal 27 syal (1) hoaral @
bagi provinsi;

h, laporan  realizasi pengpunsan DBEH Sawit  tahun
angparan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2] buaruf a bagi kabupaten,/kota; dan

. RKFP DBIl Bawit schagaimana dimaksud dalam Pagal 19
ayat {¥] bagi provinsi dan kabupaten/kota,

paling lambat tanggal 30 April tahun anpearan becalan.

{2] Penyaluran DBH Bawit tahiap |l schageimana dimaboesd
flalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakulkan selelah Menleri
¢y Direkar Jenderal Perimbangan Keuangsn mencrims
gyarat salur Derupa:
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. laporan realisssi penggpunaan DBH Sawit semester
pertama tahun anggaran berjalan  schegaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hural b dan laporan
konsolidasi realisasi penggunaan SeTESter percaina
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimalesud dalam
Pasal 21 avar (1) hurui 4 bagi provins, dan

b. laporan realisasi penggunaan DBH Sawit sediester
pecfama  tahun  angparan  herjalan sebagaimana
dimaksied dalam Pasal 21 ayat [2) hurul b bagi

¥abuparen fkora,
pahng larnbal ranggal a0 Septermher labun angpgaran
bLermlan.

(31 Dalam hal taoggal 30 Apcil dan 30 Septemper bertepatan
dengan nan hbur ataw bath yang diiburkan, batas waktn
penerimaan sehagaimeana, dimaksud pada ayvat {1) dan ayat
[2] pada har ketja herilnitoya.

(4)  Surat penvampasan ayvarat sahae DHH Sawit sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan ayal [2] dilandatangan olsh
kepata Dacrah atan pejabal yang dilunjulk.

Pasal A3

(1} Dalam hal svarat salur labap | sebeprimoana dimelosad
dalani Pasal 22 ayat (1) tical: dilenme saropa denpan batas
waxty schagaimana dimaksad dalam Pasal 22 ayat (1),
Menreri ¢ q. Direklur Jenderal Permmbangai: Keuanpan
dapat melakukan nerundusan nenyvaluran tahep T rechadap
DYBH Sesoant,

(2} Dalarn hal RKP DBEI[ Sawit sebagaimana dimaksid dalam
Pasal 22 ayat [1} huruf ¢ ddalk memenuhi kescsualan
proporsl alokasi kepiatan sebagaimnara dimaksud dalam
Pasal 9 dunfalan tidak memenuohi ketentuan dalam
peraluran aerundang-vcdangan, Menteri g Dircxlur
Jenderal  Perimbangan  Keuangan  dapat  melakukan
penundasan penyalucae sebesar 15% [Iima belas l}EISEt'l]
elari nilal pernpaluran tahap I terhadap DBH Sawic.

(3 Dalam hal svarat salur tahap I sebapgeimana dimeksnad
dalam l'asal 22 ayat (2] tidalk diterima sampai dengan batas
waktu schagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2,
Menteri c.g. Dirckiur Jenderal Permmaangan Keuangan
dapat melakukan penundaan penyalilran tahan I terbadap
DEH Sawit.

41 Dalam hal laporan realiszst penpgunean DEIT Sawit
gsemester pertzma sehagaimana dimaksad dalam Pasal 20
ayat [1} can aya: (2] ridak memenuhi kesesieaan proporss
alokas) kegiaton scbapaimana dirnsksaco dalam Fasal Lo,
Menteri Keuwanpan c.q. Darckiur Jenderal Penmbangsn
lenangan dapat melakukan  penundaan penyaluran
sebesar 15% [lrma belaz pereen) dan ailal penvalurans tahan
Il tevhacap DBH Sawit,

FPazal 24
(1] Menteri c.g. Dhrektur Jenderal Penmbangan Keuangzsn
melakukan penyaluran kembali DBH Sawic tebap | vang
ditunda scbagaimana dimsaks1d dalam Pasal 23 dalatm hab
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a. Daerah telah menvarmpaikan syarat salar tahap I
sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 23 aya: (1);
danfatan

b, Daerah telah menyarmpaikan perbaikan RKP DBEH Sawitc
sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 23 zval {2) vang
menumubkkan kesssusmian proporsi aleokas) kegatan
AchapaimAana dimak=id dulam Pasal 160

(4]  Pergaluran kernball IR Sawil tahan T oyang dininda
sebmpaimand maksld pada ayad (1] dilskuken paling
el boddar Juni tahun angearan berjalan,

(3] Menteri oap Darskiur Jecderal Pernicnbangan Keoangso
melakubkan penyaluran kemial: DBH Sawil tahap 1T yvang
difunda scbagrimana dimakswed dalam Pasal 23 dalatn hal
a. Dacrah telah menvampatkan syarat salur tahap I

sebagaimana dimalksud dalam Paszal 23 ayat (3);
danfatan

b. Dacrah tclah menvampailkan perbaikan aporan
rcalisasi  penggunaan  DBH Sawil schagrimana
dimnalksud dalam Pasal 23 ayst (4 yenge menunjubkkan
keseszuaian proporsi alokasi kepialan sehegamana
dirnaksud dalam Pasal 14,

(4}  Penyaiuran kembali DBH Sawit tahap 1l yang diluicds
schapgairmana dimalksud pada ayat (3) dilakukan paiing
cepat bulan November tahun anpgaran berjalan.

Pagal 23

(1) Dalam hal:

. lapeoran syarat salur tahap | zebagaimana dimeaksud
dalarn Pasal 24 ayat 1) tnoaf a; danj/atan

b. perbaikan RKP NBH Sawit sebagaimana dimalkisad
dalam Pasgal 29 ayal (1] barnl b,

belumn diterima sampal dengan 1aopeal 15 November tahozn

anpgaran berjslan, Mepleri ¢y Direkilur  JJenderal

Perimbongan Kevangan dapsal melakokan penghentizn

penvaluran DBH Sawit tahap | vang ditunda sebagaimans,

dimali=nd dalem Fasal 29 ayat (1).

2] Lalam hal:

a. laporan syarat salar tahap II sebagaimaca dimaksac
dalmm Pasal 24 avat (3] humaf a; danf&eraw

. perbaikan laporar realisasi  pengpucaan DT
sebapaimana  dimaksud dalam Pasal 24 aysl ()
buenf b,

Lehim diterimna sampal dengan tanggal 15 Movernleer Lahun

anpggaran  berjalan, Menteri c.q. Dircklur  Jenderal

Perirnbangan Keuangar capat melakukan penghentian

penyaluran DEII Sawit tahap 1l yang ditunda schagaimans

dimalestd dalasn Pasal 24 ayvat (3.

[Z] Tialam hal tangpgal 15 MNovember bertepatan dengan hari
litbur amtal ban yvang diliburkan, batas waktu penerimaan
lapsran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) can ayat (2]
Jatiah pada harl kerja beribntnya,

1
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(4] Dalam hal laporan realizazi pengpunaan DBH 3awic tabur
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Faszal
22 ayat (1) burof 5 dan byeaf b ddalk metmesauhi kegeguaian
proparsl alekast kegiatan sebagaimana dimaksud dzlam
Pasel 17, Mentern ¢ Dirskiar Jeonderal Perimbangan
Kcuanpan dapal maelakulkan penghentisn penyaluran THHH
Sawit tahap [ sebesar 15% (limda belas persen) dan oila
penyaiuran taliap I terhadap DBH Sawit,

(3} FPenghentian penyaluran sehagaimana dimelosed pada zal
[1], aval [3}, dun ayal (4] diletapkan dengan Kepuanisan
Meoteri yangz  ditindalangan: oleh Threletor Jendersl
Ferimbangan Kevangsn alas namna Menlerl,

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALLIASI

Bagi=n Kesatu
Mekanisme Femantauan dan Faraluas:

Pasal 2G
(1) Subcrnur melakukan pemantauan dan evaluas terhadas
alpkasi, pengounaan anpgaran, pemanfaatan dan tekoos
pelaksanzan kegiatan yang didanai dari DBH 3ewil meh
pemerintah kabupaten /lkora di wilayahnya,
(2}  Guberniur menyampailian hasil pemantouan dan evaluas
sehapaimana dirnaksud pada avat (1) serta rekoemencasi
tindal: lanjar kepadar
a, Menteri c.q. Direltur.enderal Perimoangsan Kouangar,
b, Menler Pekerjaan Thoum dan Perumahan Eakyat cg.
Sckretarts Jenderal;

. Menter Perfanian cag THreklar Jenderal Perkebonan;

d, Menterd Lingkunpan Thdep den Kehatanan c.g.
Selretaris Jendera] o Thcekiar Jenderal
Penpendalian Dazerah Aliran Sunpgai Jdan Rehabilizasi
1Turan; dan

a. Menteri Dalam Negenn <.q. Direktar Jendesal Bina
Keuangsn Dacrah.

(3}  Hasil pemantanan dan evaluas=: seéhagamana dimelosud
pada ayat (2] disampaikan dalam benlul ATIK [softespl)
dan dekumen hardeapy (pindal Format Dokomen Porlzhel
[Prortehle Docurment Format) POE).

(4} Peoyarnpaian dalam bentuk ADK d2n pindal Formeal
Diokumen Portabel [Fortable Deocument  Formal/PDF}
stbagaimang dimaksud pada ayat (3] dilalsuksn melalul
aplikas) pada SIKD.

(3 Dalam hal aplikasi pada SIKD scbagaimana dimaksud pada
aval (4] bLelam tersedia, penyoampaian hasi] pemantsuan
dan  evahiasi sebagaimana dimaksud pada ayal (4
dikirirmkan melalul surat clektronix {emaif] resmi CHrek toeal
Jengderal Peritnbanpgan Keuangan danfatan media lain vang
ditentnkan okl Diektorat  Jenderal Peorimbangao
Eeumnpart,
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(@) HKemenlsran Keuangan, Eemenferian Pekerjaan Lmum
cdan Perumahian Ealgya:, Kemeniaran FPertanian,
Kemenlariar: Linglungan Hidop den Kehutanan, dan
Kemenlerian Dalaimn Negesi melakulian pemantauan dan
evaluasl realisest pengausaan DBH Saws berdasarkan:
da., laporan rcalisas penggunaan DBH Sawat sehagaimana

dimaksud dalain Paszal 21 ayat (1) uniuk provinsi;

k. laporan konsclicas: realisasi penggunaan schagamana
dimalzud dalam Fasa: 21 ayet {1} haruf ¢ dan huraf d
dan laporan  reelisasi  penggunaan OBH Sawnt
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2 uniuk
kabupaten dan keota; dan/alau

£. pengaratan langsung di lspangan,

geguai dengan rugas dan lungst masing-masing,

(7} Permantauen dan evaluast penggunasn DBH Sawit oleh
Menreri ¢ Direktur Jenderal Pocrimbangan Kouangan,
melipnati:

g, kepaluban penyarmpaian laporas,

b besacan penganggaran untuk masing-masing kcglatan;

r. heseswalan capaian keluaran antara RKP DBH Sawil
selapaimana ditnaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan
laporan realisasi penggunaan DBH Sawit schagaimans
dimaksuad dalam Paszal 21 ayat (1) dan ayat (2]; dan

d. besaran Sisa DBH Sawit yang masih terdapat di
rekening kas vroum Daerah,

(3} Dalam melaksanakan pemantauan dan evaliasi realisasi
penpgunaan [HAH Sawin sehogaimana dimaksud pada ayat
{1), Mcnteri © g Direktur Jenderal Penmbuargan Kevangan
dapat berkeordinasi dengan pemerinitah prewinsi canfatan
instans)/unit terkail.

[9) Berdasarkan hasil pemaniauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksnd dalam avat (2], Menteri duapal mengenzkan
satkai penundaan donfatau penghenban penyalacan DEH
atas alokasl danfatau pengpunaan DEH Sawit vang tidek
sesilal dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ¥edua
Sisa DEII Sawit

Pasal 27

(1) Untuk menghitung besaran Sisa DBH Sawit yapp mesih
terdapat d1 rekening kas vrmum Daerah sctelah lahoan
anggaran Berakhir, Pemeriniah  Dzerahh  melakukan
rekonsiliast perhitungan Sisa DB Sawit dengan hrcktorat
Jenderal Perimbangan Keuarpgan vang cituangkan dslam
berita acara relkonsiliag.

(A Gubernur Jdapal. rmenpoordinasikan pelaksaraan
rekonsiliasi perhitungan Sisa DEH Sawil scbagaimans
dimaksud pada ayac (1)

(3] Pelaksanasn rehonsilias) Sisa DBH Sawit zebagaimans
dimaksud pada ayet (1) atan ayat (2} dilaksanakan paling
lambat bulan Apnl tahun anpgiaran berikutnya.
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(4} Dalam hal! rckonsilinsi perhitungan Sisa DBH Sawil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] atau ayat (2] tidak
dilaksanakan, Menteri ¢ g, Direlcetur Jencdera! Perimbangan
Keuangsn menghitung $isa BBH Sawit berdasarkan hasil
pemantauan dan cvaluam scbhagmimana dimalisud dalam
Paza! 26 ayart ib).

(5} Menteri c.g. Direktur Jdenderal bPerimbangan Keusngan
rrenyampaikan  surat pemberitabhvan Sisa DBH Szwet
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dan ayat (4 kepada
Kepala Daerah paling ccpat bulan Meci tahun anpgaran
herikutnia.

[G] Berdasarkan surat pemberitahuvan 3Sisa DBH  Bawit
sebapaimaena dimaksud pade avat (5], Pemerintah Doerah
menpanggatikan kembali Bisa DBH Sawit pada tahun
anggarar herjalan dan/atan cohun angparan beribitoya
nnlik mendanai kegintan sebagaimmana dimaksud dalam
Pasal 16,

AATE VITT
FEEHITUNGAN DAN PENTCTAPAN ALOKASI KORANG
BAYAR /L.IGITH TIAYATE DT SAWIT

Pasal 28

(1} Dircktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mclakulan
penghitunpgan alokusi Wurang Bayar/Lebih Bayar DBH
Sawit berdasarkan:

a. data realisasi penerimasn be: keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2] hurnaf «; dan

b. data tealisasi penerimaan punpgutan  ckspor
sehagaimana dimaksud dalam Masal 3 ayat [2) wref B

[} ThHrekiur WJenderal Bea den Cukal menyampsakan data
realisasi penerimaan bea zeluar schegaimana dimaksud
pada =ayat [1] huraf a lepada Dircktur  Jenderal
Perimbangan Kruangan paling lama 1 {=satu] bulzn scizlah
laporan  hawil pemerikbsaan atag Laporan  Keuangan
Pemerintall Fusar dikeluarkan oish Badan Pemernkesa
Eousnpan kepada Menteri

3y Ddrcktur Jenderal Angearan menyamw paikan data realigas:
pencrimaan pungutan eksper sehagaimana dimalsud pada
ayvat {1] huruf b kepada Dirclirur Jenderal Porimoangan
Kocuangan paling fama 1 (safu1) bulan setelah lancran hasil
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemernntab 1Musat
dikelzarkan oleh Badan Perreriksa Kevangan kopada
Menteri.

(¢} Penghitungan alokusi TRH Sawil berdasarkan realisas]
penerimaan  scbagaimanga ditnakatd  pada ayar (1}
dilalkulktan  serelah  berkoordine:t dengan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukm dan Dhrekilorat Jendera Anggaran,

(5] Dalam hal alckasi DEH Sawit berdasarkan realisas:
penerimaan schagaimana dimaksud pada avat (1) lebik
bezar dari DBEH Sawif yang telah disalurkar ke rekemng
kas umum Dacrah, terdapal Eurnwng Dayar DR Sawit.
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[9) Dalam kal alokasi DBH Sawit berdasarkan realisasi
penerimazan sebagaimana dimsksud pada ayat (1) lekbih
kecil dari DBH Sawit vang telah disaluarlan ke rekening kas
urmam Daerah, terdapar Lebih Bayar DBH Eawit,

(7] Penetapan alokasi Kurang Bayar danfaton Lebsh Bayar
IR Sawit mempertimbanglkon:

a. alokasi minimum sebagnimana dimalisud dalam Pasal
13 avat (R); dan/atan

Ir. penghentinn salue DR Sawit sebagaimana dimaksud
tlalamm Pasal 25,

(2] Alnkasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH Sawit
sebapaimana dinaksud pada ayat [1] menurut Daerah
orovinst dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan
Mentenn scsual dengan kelentuan peraturan perundang
undengan.

Pasgal 29

1] Badan Pengelolas Dana Peraebunan  Kelapa Sawit
menyoctorkan pencrimaan negera yang  berasal  dard
pungutan ckespor tahun  anggaran  sebelumeya  yang
merjadt realisast DBH Sawat.

2]  Penyeroran schagsimeana ditmakeed pade myat (1) dilalookan
dari rekening Badan Pengelula Daon Perkebunan Kelapa
Sawit xe rckening kas wumumn oepara melalol bank
persepsi/pos persepst,

(31 Dalom rangks penyeloran sehagamimana dimaksud pada
avar (1], ditelapksn persentase papgs DBH  Sawit
sebagaimana dimalkenud dalam Pasal 3 syat (3] sesual
denpan mekanistme anggaran pendapatan dan belanga
TIEEHErd,

[4] Penyetoran penerimaan negara sebagaimana dimakssd
pada ayal (1) dilakukan paling lama 1 (satu] bulan sctelah
laporan  kaxil pemeriksaan  atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusal disampzikan oleh Badan Pemeriksa
Keuungan kepada Menteri.

(G} Besaran pengotoran  ¢oleh Badan  Pengelola  Dana
I'criicbunan Kelapa Sawit dibitung berdasarkan perkalian
antara perscntase pagu DBH sebagaimana dimalksud pada
ayat [J) dengan realisasl penernmaan nepara yang berasal
dari punputan ckspor yang mergadi cealisasi DR Sawat
sesuai dengan Laporan Keuangan Pemernindah Puzal rang
telaly  diperiksa  oleh  Badan Pereridksa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayal (4).

() Tata cara penyetorsn penerimsan negaca sebagaimana
dirnaksud pada ayat |1] dilaksanakan sesuai dengan
Peratutan Meanreri Kcuangan mengenal $iskem penerinaan
negara secara elelkironix,

jdih.kemenkeu.go.id
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BIAES TX
PENYALURAN DT GAWTT TATTLT 2025

Pasal 240

Penyaluran DBH Sawit tahun angparsn 2023 dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikur;

2. Kepala Daerah provinsl dan labupaten fkota menyusan
RKP DBH Sawit tahun anggaran 20023 sebagal dusar
penggunaan dan penyaluran DEH Sawit.

L. Penyaluran DOBll Sawit tahur angparan 2023 dilakakan
secara sekaligus bagi Daerah provins: dan kabuapaten/ kota
yang telah menyampakan RKP BBH Sawit schagaimana
dimaksud pada buaf a kepada blenter: c.gq. Dircktur
Jendery] Pernmbangan Keuangan.

e,  Penyampeian REP DRH Sawit sebagaimana duneksud pada
hurul b dilakuken paling lambat tanggal 30 Movember
4023,

d. Dalam hal tangga: 30 November 2023 bertepatan cengan
hari libur atau hari vang diliborkan, batas waktu
pencrimaan  Sebagaimana  dimalkesud  pada huraf o
dilakukan pada har kerja berikatnya.

c. Dalam ha! Daerah provinsd deano kabupaten keto tidale
menyzmpaiksr RKP DBH Sawit sarnpai dengan tanggal 30
Nowember 2023 sebaspimana dinsksiad pada horal o
atau harl kerja beribuloya sehaygaimana dimalksod pada
hurof d:

1. peovaluran DEH 2awis dilalukxan secara sekalipus
paling lambat 27 Desember 2023, dan

2. achiruh DEH Sawit yang diszlurican sebagaimansa
dirmakzud paca angka 1 dianegarkan dalarr APBD
lafn angpearan 2024 dan RRP DBH Sawit abun
ATIEpATAn 20284,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pa=al 51
Penvaluran DERH Sawit Tahun Anggaran @023 bersumber darl
tupiall 1marmni

Pasal 32

(1} Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Bawit muisl
melakukan penyeloran oenserimaan negara vang berasal
dari pungutan ckspor sebugaimana dimaksud dolam 1*assl
49 berdasarkan laperan Keuangan Pemcerintah Pusat
Tahun Anpparan 224 wvang telah diavdit olch Badan
Fernerikss Keoamgan.

[2) Penyewran peperimaan negara sebagaimana dimaksad
pada ayat (1] dilekukean paling lambat 1 (satu) bulan setclah
laporan  hasil pemeriksgan  atas Laporan  Keuangan
I’'emerntah Pusat Tahon Anggaran 2024 disaripeikan oleh
Badan Pemeriksa Kenangan kepada Menteri.
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Pasal 33

Ketentuan mengenai

a. rincian legiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

.  format REKP DBH Bawit sebagaimana dimaksuad dalam
Pazal 19,

¢, format  laporan realisam pengganasn DRI Sawit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bueof a dan
huruf b dan Pasal 21 ayat (3];

d.  format laporan konsoldas realisast oeogelinsan DBIT
Sawit sebapaimana dimaksod dalam Pasal 21 avatc (1) hurnd
e dam hural o; dan

2. rincian DBH Sawit tahun anggaran 2023 menarot Daerah
provinel dan kabupatenfkots,

fercantum dalam Lempiran yvang mwrupalkan bapen tidak

terpnsahkan dari Perafuran Menten ini.

EAE XI
EETENTLIAN FENLITLUP

Pasal 24
Peraturan Menteri im mula berfaku pada tanpeal dinndanglan,

1

jdih.kemenkeu.go.id



- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 715

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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A. RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH SAWIT
A.Ll. RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

=Y =

LAMPIRAN

PEEATURAN MENTERI KEUANGAN REPUELIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN

SAWIT

PENERIMA
NO.| EKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN OUTPUT SATUAN OUTPUT MANFAAT
(1 (2] (3] (%] =] (6]
1. | Penanganan 1. | Kegiatan Utama
jalan Panjang jalan yang
a. relonstruksi/peningkatan | dilakulcan g ¥ ;ﬂﬂmﬁ?
struktur; rekonstruksi/ peningkatan Dasrak
struktur
Panjang jalan yvang Km a. Masyarakat
b. pemeliharaan berkala; dilalukan pemeliharaan b. Pemerintah
berkala Daerah
Panjang jalan yang Km a. Masyarakat
¢. pemeliharaan rating dilakoukan pemeliharaan b. Pemerintah
rutin Daerah
2. | Kegiatan penunjang
a. jasa konsultan pengawas Jumlah kegiatan konsultan .
kegiatan kontraktual; dan/atau | pengawas kegiatan Faues Pensarintan Dasmah
b. perjalanan dinas ke : :
dan/atau dari lokasi kegiatan iﬂﬂ%ﬂﬁma " Frelouensi Pemerintah Daerah
dalam rangka perencanaan, tigiktian !
pengendalian, dan pengawasan. =
2. 1. | Kegiatan Utama

jdih.kemenke:&o.id
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o ) FENERINA
NO. KEGIATAN RINCIAN HKEGIATAN OQUTPFUT SATUAN OUTPUT MANFAAT
{1] <} [3] _ [+ [ £
Penanganan : I'anjang jembatan yang a. Masyaralat
Jemibatan A pClT.IE:II}'lE.I'EI.E]'l berkala dilaknlean pemeliharaan Meter b. Femerintah
Jembatan;
- _ berkala Dasrah
b, penggantian jembatan; I*anjang jembatan vang ' 2 ME.S}"E-I.IT '
L - Meter b. Pemertntah
danfatan dilakukan pengzantian : :
) Dastal
. . a. Masyvaralcat
. . Panjang jembatan vang .
c. permbangicnan jermbatan. . Meter Ir. Fermerintah
dibanman
) Tacrah
Kepiatan Penunjang _ _
. lasa konaal : i ; e ke .
A. lasa kansu lan pt“r.1g-e.wﬁ&- Jummlah kege La.n opnsulran Palet Permerintah Dacrah
| keplalan konfrakiuagl, dan/atau | penpawas keplatan
Eéffzjtﬂﬂaty::;iiiﬁ; iatam Juinlah perjalanar: dinas ke |
24 oa E tlan fataw dari lokasi Frekiernzl Pemerintsh Dagrah

dalaim rangks perencanant,
 pengendalian, dan penpawasan.

| kepgialan

jdih.kemenke‘u’.\go.id
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A2, RINCIAN KEGIATAN LAINNYA PEXNGGUNAAN DBH SAWIT

nntuk pemetaan dan pengolah data

SATUAN PENERIMA

NO. EEGIATAN RINCIAN EEGIATAN OUTPUT AUTPUT MANFAAT

(11 (2] _.- . (] ad (5] [f2]

l. | Pendataan 1. | Kematan utama i . .
Perkebunan Sawit a. Sowialisasi kegatan di tingkat vekebun Periemuan Frekucnsl | Masvarakat
Halorat iy : : . Bimbingan Pemeriniab

la. P-Et_.-llngl{afn_lfflpas]tas tun pendataan teknis B Jrang Tacrah
. Dlasyarakat
lc. Pendataan pelkebun Secnsus Drang B Pemenntak
= Dacrah
a. Masvaraleat
d. Verifikasil dan validasi data pekebun Perlemuan Frekuens: b Perneriniab
Daerah
a. Masyarakar
¢, Pemenksaan lapangan dan pemelaan Sucvey Perzil b. Pemerintah
. Daerah
Penerbitan a, Masy a._rak*a_t
f. Penerbitan 3TOR Dokumen b. Pemerintah
| surat
| . Caerah
2 Kegiatan penlnjang
i - a. Perjalanan dinas dalamn rangka sosialsasi, Perialanan Prelouemsi Pernerinlab
} Linbingan teknis, pendataan, dan vernifileasi 1 - Chaerzh
i b 11‘:;15.'!liltasi hnnm‘lnﬂ_ra,sumhcr dalam rangka Honor Laporan Varcsvrober
I bimbingan teknis
< bas.'l.lta'ﬂ.l honor na_ra;umlhcr dalam rangks Homor lapoTar Marasamber
veritikasi dan validasi da'a
d. Penyediasn sarana prasarana penduliucg Qe Blat Upic Pemerititah

Dasran

jdih.kemenke:.bo.id
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L . SATUAN PENERIMA
Fm. HEGIATAN RINCIAN KEGIATAN OUTPUT | QUTPUT _ MANFAAT
L {1 [2] 3] (4} [5] (6]

.. Permerincah
1} GPS Hard Held | Sewa alat Lnit Tiaerah
2} Lapt-:_:p dilengkapi aplikasl pemetaan Sawn alat Unit Parnerintah
{arces) - Daerah ]
. Pemerintah
3} Kendaraan untuk survey lapangan Sewa alat Unit Daerah
: , Pemerintzh
4y ATK _ Belanja bahan | Paket Dasral )
- : : Pemerintzh
| 5p FPrinter Sewa alst Uit [acrah
i ) Permeaririiah
A} Huanpan pertcmuan Scwa alat Dt [racrah
- Peoyusunan Rencana
CAkst Daerab Kelapa
2. Bawit Berkelanjulan hegiatan wtama _ o
. . -
; a. Pernbentuloan tirs penyusun Pertemuan Frelkuensi ! cm‘_:’ intan
| Lacrah
; b. ldentilikas] dan pendataan propram dan Frekuenst | Pemenntah
| ) Fertemuan
: lcepiatan Dacrah
; ) . Frekuenst Pemernintah
i c. l'erumusarn rencana abosi Fertemuan
| - — Dacrah
, : e . Pemerintah
: d. Konsultasifun publik Perlemusn Frekuens Dacrah
: . i Pe intah
e, Peoelipan rencana aks Perlemmian Frekuens roerinta
Dagrah
Kepiaran penunjang
a. Perjalanan dinas dalat rangka Ferjalanan Frelaicnsi Pemerinizh
pembentulan tim, identifiltasi dan dinas Diacrah

jdih.kemenkeL‘J—.ao.id



SATUAN PENERIMA
NO. KEGIATAN RINCIAN I{EGIAT{II; ________ DUTPT:T? QUTPUT MANFAAT
i) (2] (3] (4] [S] ()
p-:’.'r‘]{‘l:-'ﬂ.ﬂan PTURCATT, PECIATTILI ST T OnzEN,
akar, kongulrast pubidie, dan penetapan
rencang aksl
B T o e
e. Panwvediaan savana pengolah cdata program : Parmerintah
k&gi"emn Pene P sewa alat Lt Naerah
: Pemerintah
1} Laptop - SewA alat Lot Daccah
2p Printar Sewa alat Unit Eemfrmmh
azralh
3. | Pembinaan dan Eepinlan ulams
Pendampingan a. Pendataan pekebun untuk proges sernifilkasi Survey Data 8. Pelelbun
niuk serlifilousl [SPO pekebun b Perusahaan
frclornesian ¢. Pemerintah
Sustomable Palm  Of Daerah
(ISPO) pckebun b. Sosialisasi serrilikaz [SP0 Sosialisasi {rang Pekebun
2, Pelatihan sertifigas: 2P0 Prlatithan Orang Frlcchbun
| . Peslampingan pekebun untul sertifikast Bimnbingan Frekuenst | Pekebun
i [5P0 teknis
i 1] Pembentukan fim kendali internal Partamuan Frekuensi | a. Pekebnmn
: Iy, Pemerinlah
i Dracrak
i 2] Penyusunan prosedur/ mekanistne terlait | Perternilan Frekusns B Pekelnn
! pemenuhan prinsip dean krilena [SPO b, Pemerintah
i Dasrah
} 3] Hozialisasi progecury mekanisme keparla Fertermmuan Frekuenz a. Pekelnn
1
[

anggata kelembapaan

jdih.kemenl;;}.go.id




SATUAN PENERIMA
| E I{.Ef..}IATAH RINCIAN KEGIATAN o OUTPUT OUTPUT MANFAAT |
iL) (2] {3 (4] [2] (&) j
k. Pemerintah
Dacrah
4] Pengelolaan catatan terkait aktivitas Pertelman Freloaens: | a Pekebun
pekebun dalam rangka pemenghan b. Pernerintal
prinsip dan kriteria [ISPO termmasuk Daerai
pengelelaan catatan kelompok
tan f lEopcras:
53 Pemausunan dokumen pemenuhan prinsip | Pertemusn Frelogens a. Pelkebun
dan knteria 15RO pekebun b, Pemenniah
o Dacrah
f) Pelatihan teknik avdit kepada Um kendalt Pelatihan Oang 4. Pekelwun
internal b, Pemerinteh
Tlatrah
7] Pemjadwalan keglatan audic internal dan Parterian Freltuensi | a. Pexsbun
pelaksanaan audil inlerna. b. Pemerintah
_ Daerah
8] Perbaikan temuar atan ketidaksesuaian Pertemuan Frekuensi |20 Pekebun
pememihan prinsip dan Kriteria [SP0) k. Pemerintah
| Daerah
} 9 Penjadwalan andii eksternal Pertemuan Frelaensr | a0 Pekebun
E. Pemermntah
Dacrah
Kegatan penuhjang . )
a. Fasilitag! honor narasumber dalam ranghka Honor Lapuoran | Marasumber
pelatinan sertifikasi 18P0
k. Perjalanan dinas dalam rangka Perjalanan Frekuenm Pelaksang
pendsmpingan pekchun dinas

jdih.kemenke:.Lo.id
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SATUAN FENERIMA
NO. KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN OUTPUT OUTPUT MANFAAT
[1} 21 (3] (1] [3] (B
£, Penyvediaan sarana pendukung pengolah Sowa alat LMt Pemenntah

data sertifikasi 1SP0 Dacrah

«] Kendaraan operasional lapangan Sewd alal Unit  Pelaksana

2] Laptop Sewa alat Uit I*zlaksans

J) Printer sScwa alat [Init FPelaksana

4l Trfous Sewa alal Init, Pelaksana

5) ATK Sewa alat Uinit i Palalezana _

£] Kuang pertamuan Sewa alat 'nit Pelaksana

jdih.kemenke;'.go.id
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B, FORMAT RKP DEH SAWIT PEOVINSI/KABLPATENKOTA

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DBH SAWIT
PROVING]/ KADLUPATEN/KOTA ...

TAHUN ANGGARAN .. ...
Perkaraan Fapu Alokasi DBH Sawit @ Ep...

Perlkiraan FPapu Sisa OBH Sawat : Ep_--_.

Total :Rp...
Nnmen%{latur Ruas . I‘Fudt:,." E;E::;Sf' Keterangan
o Kegiatan /Rincian Kegiatan [Besuai 3K Kepala Klasifikasi Nomenldatur I T Pag
Naerah rentang Status| dalam Penpgangparan | -
Jalan] APBD Velume [Satuan) E:[g}éa;m
(1] [2h [ [4] (=} (3] (7} (£]
A. | Pembangunan dan pemeliharaan infrastroktur jalan
1. | keplatan Utama
a ...
: b, ...
. R
2. 1 Kegiatan Perunjang o
| ...
b, .
J
Total pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan

E. | Kegiatan lzinnya yang ditetapkan oleh Menteri

1. | Keglaton Utama

o]

jdih.kemenke:}o.id
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|
’ Mormenlklatur Ruas Kade/ R.;_fﬂ: a:::L Ereleranpun
.- Keciatan {Rincian Fegaran [Besval 3K Kepala  Klasifileasi Neotnenldatur E v
F NG egiatan JRimcian Kegia Daerah rentang Status dalam Peagangmaran Yol it K agLu
! Jaian) APED R ‘:EiR";]E“
ol (2} i 13 _ [ 5| 8] 7t 8]
.o i
2. Lkegiatan Penunjang
a IIIIII -
b. .
.o

Total Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Total

Kocrdinato DBH Sawit

revinsf Kabupaten f Kota

Dise gl olel

...... Gubernur,/Bupat S Walikota, ...

jdih.kemenkeLrg\mid
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C. FORMAT LAPORAN FEALIBAS] PENGGUNAAN DEH SAWIT

LAPORAN REALISAS] PENGOUNAAN DRH SAWIT
SEMESTER: ...... TAMUN ANGOARAN. ...
PROVINGTf KABUPATEN /KOTA ...

Pagl: Alokasi DBIT Sawit, : Rg....
Papu Zi1sa DBH Sawrt : Ep....
Total : Rp....
B [tencana Feolisgsi
o - Kode /1lasiiilias: Output \ ealizasEl
Neo . ) , Hincian Kepilaran dalam |, .
Bidang. Program. dan Kegiatars . . Nomenkdatur dalam Fapu
Eectemnivan Teknia i Dans
Pengangpataty APRD | Volume |[Satvan |[Kegiatan Output
- (Rp}
e . {Rp) ..

(L} (4] I (3] {] [} {&] [7] 8] =l
A, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan )

1.
Total Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan

E. Hegiatan lainnyz yang ditetapkan olebh Pemerintah

1, ... |

Total Kepgiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemeriniah 1

Total : ]

Koctdinatnr DBH Sawit Digetujul oleh
Provins:f Kabupaten/Keta ... Gubemurf Bupat/ Walikota.....

HIP.

jdih.kemenkeu‘.‘é\).id
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L. FORMAT LAPOEAN KOQNSOLIDASI REALISAST PENCGGUNAAN DEH SAWIT

LAPORAN KONZOLIDAST EEALIGAST PENGGUNAAN DI SAWIT

CEMESTER: (..., TAITUM ANGGARATN. ...
FROVINGT ...
Mo _ E&::faﬂf i Eealizasi
EBidang dan Program i & B Femaian
: WValure Szluan & {th ' Oatpuat Dana (R
] 2} 2] (] E] &) 7}
I. | PROVINESI ......
A, | Pembangsunan dan peameliharaan !
| iniraztraktuar jalan
1. ...
B. | Kegiatan lainnya vanp ditetapkan oleh
Fe-nerintah
L} 1- ......—-.-
TOTAL PROVINEI .....
II. | KABUPATEN/EKOTA ......
A, | Pembangunan dan pemeliharaan
infrastrukiar jalan
1. ..
N | Kegmalan  lwinnyd vang  ditetaplkan oleh
Femerintah
l. ...
TOTAL KAEUPATEN/HKOTA
TOTAL SEPROVINEI .....
Koordinator DITT Sawil Disctuj.ad alch
Prowing ... Crauhermur ... ..
Lo ) e e ]

I, jdih.kemenkeu.gakid
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B, FINCIAN ALOKASR] DBH SAWIT TAHLUN ANGGARAN 2023

[lalam ritaa Tupmiah)

|
HO HAMA DAERAH JUMLAH
I
] 2 3 —_—
1 Provins Aeeh 33.2449.623
2 Kab. Aceh Barat 5 2RAA3G |
3 Kaly. Aceh Besar 3387 .598
4 Kak. Acch Sclatan L 5494 Q50
N Kabs. Aceb Singhil 16L223.010
& Kab. Acch Tengak A DG BT
_____ T Kab. Acch Tengpara 2.4 10 563
8 Kab. Acch Tunar 9787700
| 9 Kal. Aceh Urara B.a93.34]
1a Hab, Bircuen 5.806. 748
11 Kab. Pidie j L 3649530
12 Ealb, Simenluc 3. 400,874
P13 Kota Banda Aceh | _ 1.a32.074|
i L4 Kota Lungsa _ 5,044,201
la__ Kota Lhokscuymawe | ¢ 5.195.681
| 5 Kah, (raye Tiues o 128, 7ed
17 | liab. Aceh Barat Daya _ %035.030
18 Kak, Aceh Jayan £.570.265
19 ltab. Magan Raya 11,708 9496
a0 Eab, Aceh Tamiang _ G040 090
21 Kab., Bener Mcenah 4,305,225
23 Eatb). Pidie Java 2308 700
23 Eota Subulussalam F.02.515
24 Provims: Surnaters Utara F4.86] 392
25 Kat:. Asahan 182735 6004
26 Kob., Dairi _ £513.744
27 | Kab, Deli Serdang ] 9.408.198
28 leeb. karo YOS B9
26 |Kab. Labuhanbatu b _ 13.579.839
30 Kab., Langkal 14.205.253
_ 31 __ | Kab. Mandailing Matal | 4543279
ad Kab. Miws 4755287
| 33 | Kab. Sinalungun 17.244.179
e Kab, Tapanuli Selatan 1178205
_ a0 Eab. Tapanuli Tanpah 8.7 TL998
i 26 | Kab Tapapul Utara T.853.433
Y Kal. Toba 7541 358
38 Kcta Binjai 7.9135. 204
49 Kola WMedan 2.316.320
40 Kota Pematang Biantar @TH3 103
4] Kita Silolga _ 2.403. 5335

jdih.kemenke:.lo.id
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fdalam ribu repigh)

NG HAMA DAFRAH JUNMLAF
42 Kota Tanjung Balm 3. 149 528 |
43 Knta Tebing Tingai 2772208
&4  Kola Padany Sidermpuan WLED L GRE
45 Kab. Pakpak Bharae 4.220.513
A5 Hah, Mias Selalan 11925812
47 Kab. Humbang Hasundutan 2. H80.9530
48 Kab, Serdanyg Bedapal 10,548,725
03 Kal. Harmostr N 2.239.1947
ol Frah, Balu Barg 100, 130 480
51 l{ab. I'edans Lawas 1< 5k, 342
53 | Knh. Padang Lawas Utara ] 10,841 558
53 lkab. Labuhanbatu Sclatan 15642 235
| 54 | Kab. Labuhanbata 1iara ] 16 546713
Do Kab, Mias Utara 11.173.5%96
=0 Kabh. MNias Bevar . 4. 753,287
a7 KEota Gunungsitol 4135333
58 Provinsi Sumatcra Barat gd.052.33Y
oo Eab. Limapuluh Kota 535 354U
| &0 Kal. Agaep _ . 9. 12432 414
51 Kab, Padang Pariaman o047 192
£2 |, Kab. Pasaman _ G BES. M08
a3 Kab, Pesisic Sclatan _10.471.556
1 Kab. S8junjung 65465 848
2] kab. Solok 0.756.739
64 | Kab. Tanah Datar 5,447,007
67 | Kola Rukil Tinggs L 2.120.919
68 | Kota Padang Panjang 1374689
) kaota Padang >.6H55.810
7O Iota Pavalkumbuah 1.905.72(
71 Kota Sawahlunio 5096848
72 lota Solok 7.203.141
73 Kola Pariaman i _ 440150
74 Kab, Pasgman ¥arat | 1] 1466603
| 75 Kab. Dharnmasraya | 3 10 3827
e kak. Solok Sclatan 10.607.491 |
7T Provinsi Riau 83.132.939
78 | Kab, Benghalis _ 22168404
T Kab. Indragiri II'l]ir_ 43,397 30
8 Kab. Indragnn Hula 27505271
Bl Kab. Kempar 2. 2% .30 |
&2 Fal:. Kuanman Singingl - 1. 998,738
83 Kab, Pelalgwan AIATI 106
B4 | Kab. Rokan Hilir 238,253 Va4
25 Kab. KEokan Hulu 33.6ET 681
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{dalam ritu rapiah)

N NAMA DAERAH JUOBMLAH
A Kab. Siak 27.419. 188
&7 Krra Thimai (0732640
R Kota Pekanbaru ] TG0 487
39 Provinsi Jambi 35.330.999
ar : Kah, Butanp Han 15.962.275 :
a1 Kab. Bungo 14.915.8271
| 92 1ldab. Kerinci F.202.504
93 Kab, Merangin 13.345.576 [
94 Kab. Muaro Jambi ) 16,212,965
| 95 Kal:. Sarolanplin 12 150,894 |
o, kab. Tanjung Jabung Barat _ 21.447 3R&
WY | Kab. Tanjung Jabuny Tirmur 2d.033.323
08 Kab. Te¢bo 1 ~ 11.149.473
&9 Kota Jamta R L)
100 Kota Sunpa Penuh ___3.807. 32380
141l Provinsl Sumarera Se.atan ol 217,351
10 Hab. Lahat ) = 1.547 845
| 103 | Kal. Musi Barybasin L 26702357
144 Kab, Musi Hawas L 14 217 085
105 | Keh. Muara Enim L 12998, 754
106 Kab, Opgan Kemermg e 00 212984 335
107 Kah. Opao Komerie:g 11 L0289 358
P 108 Kota Palembang fr.0435. 286
109 Koy Prataimmulib A.G52. 044
110 Kora Fapar Alam d.T17.0566
111 Kota Lubuk Linggag 5. 74D T45
112 Kab., Banyuasin 183.%54,5657
113 | Kab. Ogan Lir S . 7.326.376
114 kKab, Opan Komering Ulu Timur 10,052,086
115 | Kab. Gpan Komerimg T1h) Selatan A4l 350
116 kKakh, Empat Lowang O AL, 203
L17 EKab. Perulkal Alvb Lermmatang [lir L4997 608 |
L 18 Eab, Must Eawas UHara 11.494 &¥3
| 119 Provinsi Bonghulu 21.732.563 |
L 26 Eab. Bengkulu Selaian 8. 778 L8
121 kKab. Benskuln Utara 13,718 454
L2z Kaly. Rejanp Lebomg 2. 7T88.850
123 Kota Benghuln & 127 58S
124 | Kab. Kaue . 7.8349.801
125 Kab. Scluma 0,668,511
126 | Kabk. Mukerruke o _ 16.881.376
127 Kahb. Lehong 4.2R7. 222
128 Kab. Kepahinng 5.797.¥48
12t Kab. Bengloulu Tengah 2015867
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[dalam ribu rupigh)

|
HO NAMA DAERAH JUMLAH
L3 Proving Lampunp 11} B66. a9
131 Kab. Lampung Barail 1 165,272
132 Kab. Lampungz Sc.atan . 4. 7425334
133 Kab. Lampung Tengah £.798 151
134 Kab. Lampungz Utara 4006445
1533 Kal. Lampung Tunur 2,383,126
136 kab. Tanggaooue | .12 13
137 Katx. Tulang Bawang 6.823.519
138 Kab. Way Kanan 7.144 467
134 Krnta Bandar Lampury, 0,158,578
140 Hota Metro 1 538,185
111 kab. Pesawaran 171,404
142 | Kab. Prinpsewu =, 193,936
1432 Kab, Mceuji B9k 5T0
T4 Kab. Tulang Bawanyg Bacat 4,487,348 .
145 Kab, l*czisir Barat | 5.714. 755
___lag  : Prowicsi Jewa Baral | CRERR IR
147 . Kabh, Bandunpg 1.170.576
148 _ Kab. Rekasi ] 1.009.000
L4 Kab. Boggr  ~F 3.468.393
L o0 kah. Clamis L. O, Qs
151 | kab. Cianjue [ 3.241.051
L5323 Kabh, Garul 3454 897
153 Kab. Indrammayua e 1000 QO
154 Kab. Karawang 100 G0
155 | Kab. Majalenpgla . 1000000
156 kab. Purwaloarin 1003 G0
157 Kab. Bubang 4. 184.872
| S8 Kabk. Sukabuumn A.626.804
159 Kal» Sumedang 161040414
1B Kab, Tasilimaiara . 406.530
161 Kota Bandung 1.0 500 |
1672 Kola Bekasi L S0, G
163 Kota Bogor 1,000,300 ¢
_ 184 | Kote Depok N 1.000.000
16a Kot Sukabunii 1.a00.000
L& Kowa Tasixkmalaya 1,000,800
167 Kiia Cirnaka _ 1.000.000
168 Kab. Bandungs Barat 3,294,893
1R hab. Panpandaran 2205560
140 Kab. Cilacap 1,000,000
171 Prowvingi Kalitmantarn, Barat o5 666 016
172 Kab, Bengkayang 7,955,377
173 Kab. Landal: 15,796,470
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(da.arm ribu rupiah)

[y n) HAMA DAERAR JIMLAH
174 | Kab. Kapuas Hulu |5 732 400
175 Kab, Kelapang A 0 70
176 Kab., Mempawal £ A6 520
177 Fah. Sambag 13,343,975
178 | Kab. Sanggan 27.354.284
179 kab, SMtgng 1 20492 470
180 | Kota Pontianalk . I3 TRL 07T
131 Lol Sinskawans T.iolx 819
182 | Kab. 3ekadan 19.882.88¢
183 EKaob., Melawi 13.538.179
184 Wab. layeng Umara I 0.515.339
133 kab. Kubu Faya _ 152909479

. LEE Frovinsi Kalimantan Tongah 60021925
1=7 Kalb. Barilo Selatan G 112814
158 Kab. Baritc Utara 10,352,389
185 Kals Kapnias _ ITFTAATY

| 190 | ¥ab. Ketawaringn Barat 28.254,904
9] | Kalx Kobaowarngn Tirmas . 46,485 301 |
192 Kota Palanplkarays 8,250 ,85]
193 Kalr. Katitbwran E4.701. 342
194 fabk, Servegp 22084163
195 kab. Sukaara _lases3d 160
196 Baly Larngndau 15 . 352925
197 Kal. Gunung Mas 89,915,360
15:3 Kab. Pulang Pisau i 14.255 542
19% Kab. Murung Eava WL GGE, D40
200 Rahb. Barcito Tirur . o H.AE2Z 531
201 Provinst Kalimantan Selatan 24,950,944
202 | Kab. Banjur ] 7022180
20h3 Kab. Barto Kuala 2,089,332
2004 Kaly Huly Sutgan Selatan L 5878645
205 Kabt. Hulu Sungal ‘lengah 2277, 190

206 Kal. Hulu Sungal Utara . 4 965,743
A0 Kah, Kotabaru 6299 816
208 Kat. Tabalong B.970.532 |
205 Kah, Tanah Laut i T.2TRALA
210 [ Kab. Tapin 8.6 7,200
211 Kota Banjarbara G TOH2.B0F
212 Hota Banjarmusin 2815096
#13  HKab, Balangan o B 78,950
214 Kab, Tanah Bumbu 12,958,120
215 Provins Kalimmantan Timay . 43.4030.671
2164 Kah, Berau 20,547,995
217 | Kab. Kutai Kartanesara 19. 731 608
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[dalam ribn rupialy

NO NAMA DAERAH JUMLAH
| 218 | Kab. Kutai Barat J7.817.877
219 Kab. Kutai Timur 37.453.045
224 Kab. Paser d0.333.9584
231 Itota Balilepapan £.051 G56
2327 Kata Gontang 7.070.837
223 Kota Samarinda | 11.264.019
224 Kab. Penajam Paser Ulara 11.6E7 418
220 Keb, Mahakam Ulu ~_B.734.895
236 Provinsi Sulawesi Tengah N 15722718
227 Kaly, Banggal 9,207 972
;228 Kab. Bl 7112470
. 229 | Kab. Toli-Tali 5.378 195
430 Kab. LDonggala 5.207 685 |
231 Kals. Blormwal E.935, | 66
432 Kab. Fosc 0237 353
233 | Kota Pal _ 1.973.132 |
234 Kah, Pargi Meoulong 4,323 738
235 | Hab. Taje Una Lna 3.233.5%3 .
236 Kab. Sigi 5. 167 668
237 | Kab. Morawa]i Utara £.519.492
238 Proviny Sulawest Selalan i 0.225,347
230 Kab.Baren 1.000. 030
240 Kah, Bone 1.012.%31
241 Kab. Enrekang 2,503 ULH
22 Kahb, Liwu 2.203.375
243 Kab. Luwu Utara 7897 BIY
244 Knta Palopo 2.245 823
245 Hab. Luwu Timur £.599.083
246 Euaa. Pinrang 537 80T
247 Kab. Sidenreng Rappang 2 b, 6EAG
243 | Kab Soppeng I . 3.443.341
290 Kahn. Tana Torajn 1.181.2049
| 230 | Kab Waje . 2E70.714 |
dal Kota Pare-pere |04 00
252 Kab. Toraja Utara _ 1.612 8584 |
253 Provinst Sulawss Tengpars 18,476 445
25 Kab. Buton _ i 1004795
255 | Kub. Konawe ' 1.423.763
ATE Kol Kolaka : 4 04 879
257 lab. hiuna 3.365.771
256 | Kota Kendari 5471852 |
259 Kab. Konawe Selatan _ 3.121.305
260 Kab, Bombanz 4625415
61 Kal. ¥olaka Utara 1.859.02549
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[dalarn ribw mapial)

Ii-
Ny NAMA DAERAH JUMLAH
262 Kab. Konawe Ulars 3,080,339
463 Kab ButenUtara A P0G THS
364 Kah. Koiaka Timur 3.675.820
200 Kab, Mungs Barat 2 RULELE
26 Kah. Noton Tengah L2349 827
267 Provinel Maluku 1 547 254
265 Kab. Maluku Tengah 2_0AA.TA0
264 Kota Ambon L. 0 D00
|___ 27 | Kab. Seram Bagian TBacal . 100 _{0c}
271 Kb, Seram Bapian Timur A.A80. YR
274 P'rovinsi 'rpua 2T 05
273 Kab. Jayapura 1. 15511004
274 Kota Jayapura 1,410,973
27 Kal:. Sarrm 1,000 k0
2TH kEab. Keecrom 553958515
277 Kals, Waroper R 1.000).100
ATE Frovinal Malulu Nara 1. Q00 00
274 Kab. Halmahecra Tengah 1,000,080
280 Kal. Halmahers Jelatan 2203 57
281 Kota Tidore Kcpulauan 1,000,000
2R Proving TRanten 2.051.795
443 | Kab. Lebak 4,036,587 |
284 Ealy Pandeplang 2.928.065 i
85 Kab. Serangz 1.097.085 |
RGO Kuly Tanpecang 1.000. 000
28T Kota Tanpcrang Sclatan 1,000,000
248 | Proannal Banpgka Helitung 15.750%. 756
| 289  Kab Bangwa @l 10.958 465
290 kab. Belitung T.6S7.672
221 Konta Pangkal Pinang £.373.373
2u Kab. Bang«a Sclalsn 9012 456
293  Kab. Bangia Tengah 2.201.944
|__ <294 Kab, Bempba Barat 1298410
295 Kab, Belitung Timur 5097, 794
296  Provinsi Gorontale C1.GE7 H93
a7 ILan. Boa.cmo SO0F T4
223  Kab. Gorontale 1002 GO
290 Kain., Pohuwato 2007 331
300 Kab. Goronralo Utara 1,219 494
301, Provinsi Kepallauan Rian 2055111
302 Kab., Karimun g 474 243
403 Kola Tanjung Pioaeg . 1338 170
304 kab. Bintan 20159
305 Frovinsi Panua Barat 3211428
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[dalam ribu rupiah)

WO NAMA DAERAH JUMLAK
3065 | Kab. Fak Fak B 1.000.000
07 FKahb, Manokwan A B0 12
ans Iab. Tzluk Bintuni 3113717
309 Kab. Teluk Wondarna L OG0, 000
2140 Kan, Keimana LD, OO0
311 Kab. Manalwari Selatan L0, D0
312 Kab. 'cpununpan Arfak 100G DUG
313 Provvirisi Sulawes Barat 2653674
214 Kab. Majcne LTS TRS
315 | Kab. Mamuojo L I Y =R
J16 Kab. Polowall Mandar 4. 14949 HG6
S17 kab. Mamasa 1.901.1 16
418 ] Kab. Pasangkay 1].634.633
319 Kab. Mamuvju Tengah 5512539
220 Prwinsi Kelimanten Wars 104109201
341 Kab., Bulungan 5. 761,501 |
322 Kal. Malinm 11.087.932 |
223 Kab, Nunukan 14696972
324 _ Kora Tarakan B 5022 5398
A Fah, Tana Tulung 358, 085
32e Provinzi Papua Sclaran 38929495
427 Eab, Merauke O, 200 0653
328 Kab. Boven ¥ipeel | 5.524% 3159 ¢
32% | Kab. Mapoi 2.332.337 |
a3 | Kab. Asmal L.OQ0.QA0
331 Provinel Papua Tengah 1G98, n0a
232 Kab. Mitrnuka a.893.2105
433 Eab, Nabire 2060004
334 Kab. Paniai L L.OOG.0a0
335 kKab. Domival [RE RN
336 |HKab Puocek _ 1.00C.000
337 kah. Intaa Joya 1. GO, GO
338 | Kab. Deivai ] 1006000
434 Provingt Papua PepunUngan 1.763.5980
3410 Kab. Yahukime 1.154 257
ad1 kab. Pegununzan Bintang _ 1 722 387
3472 Kab ¥alimo 1.G00. GO
343 | Kab. Ndooa 1.000.000
344 Provinsi Papua Barat Dava 2.084.647
345 | Kab. Soroug o 3.559.503
346 fab. Sorong Sclatan 23,739,744
347 Kal. Rajs Ampat 1.000.000 |
248 Hah, Tambrainw 1.215.429
3449 Hah. Mavbrat 1,300,979
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(dalam ribu rupiah)

ND NAMA DAERAH JUMLAH
350 Kota Sorong 1.000.000
|__351 |selisih Lebih 191,419,492
| JUMLAH 3.396.196.000
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